PENENTUAN MUSTAHIK SENIF FISABILILLAH PADA
BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT
(Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AINA FADHLA
NIM. 220102166

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

FAKULTAS SYARI’PAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447H



PENENTUAN MUSTAHIK SENIF FISABILILLAH PADA
BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT
(Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

Diajukan Oleh:

AINA FADHLA
NIM. 220102166

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

Disetujui untuk diuji/di munagasyah kan oleh:
Pembimbing I Pembimbing I1
el

o i A Jalil, SHL. M.A
NIP. 198312012023211015

)
NIP



PENENTUAN MUSTAHIK SENIF FISABILILLAH PADA
BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT
(Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juni 2026
03 Muharam 1448 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Sekretaris,
5—7& /
Joo s

Husni A. Jalil, S.Hi., MLA.
NIP. 198312012023211015

Penguji II,

e

s Shabarullah, M.H.
NIP 197708022006041002 NIP. 199312222020121011

Mengetahui

iii



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
J1. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Acch
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id. Email: librarvi@ar-raniry ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Aina Fadhla

NIM : 220102166

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu
| mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
' 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber
{2 asli atau tanpa izin pemilik karya;
. 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas

karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dan pihak lain atas karya saya, dan telah
melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang
ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap
untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan
yang berlaku di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pcrrfynta&in ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Acch, 6 Mei 2026
Yang Menyatakan,

ODD18AOX057857663
Aina Fadhla



ABSTRAK
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Baitul Mal Provinsi Aceh)
Tanggal Munagasyah : 18 Juni 2026

Tebal Skripsi : 82 halaman

Pembimbing | : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.

Pembimbing Il : Husni A. Jalil, S.HI., M.A.

Kata Kunci : Zakat, Mustahik, Fisabilillah, Baitul Mal Aceh, Fikih
Zakat

Penentuan mustahik dalam asnaf fisabilillah merupakan aspek penting dalam
pengelolaan zakat untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran sesuai
dengan prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh serta
meninjaunya dalam perspektif fikih zakat. Penelitian ini menggunakan
pendekatan normatif-empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh
melalui wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh dan studi dokumentasi,
kemudian dianalisis dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep
fikih zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan mustahik
dilakukan melalui tahapan pengajuan calon mustahik, verifikasi administrasi dan
verifikasi lapangan, serta penetapan oleh Kepala Sekretariat atas persetujuan
Badan Baitul Mal Aceh dengan berpedoman pada ketentuan syariah yang
ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah. Dalam praktiknya, ditemukan
adanya pertimbangan kondisi ekonomi sebagai salah satu dasar penentuan
mustahik, meskipun kriteria tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam
Petunjuk Teknis Penyaluran Zakat. Dari perspektif fikih zakat, mekanisme
penentuan mustahik pada Baitul Mal Aceh pada dasarnya telah mencerminkan
prinsip-prinsip penentuan mustahik, terutama dalam aspek verifikasi, kehati-
hatian, dan kewenangan amil dalam menetapkan penerima zakat. Selain itu,
Baitul Mal Aceh sebagai lembaga amil zakat menjalankan fungsi pengelolaan
zakat secara terstruktur sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku.
Namun demikian, perbedaan antara praktik penentuan mustahik dan pedoman
teknis menunjukkan perlunya penguatan konseptual serta standarisasi kriteria
penentuan mustahik asnaf fisabilillah agar tetap berada dalam koridor fikih zakat
dan meminimalkan potensi subjektivitas dalam penyaluran zakat.
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saudari Yusnidar dan Darmalina, yang telah memberikan dukungan, doa,
serta perhatian yang tiada henti kepada penulis selama proses penyusunan
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 158 Tahun — Nomor: 0543hb/U/1987

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin
Huruf | Nama | Huruf | Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
| Alif tidak | tidak b ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik  di
bawah)
@ Ba’ b be bt za z zet
(dengan
titik  di
bawah)
< Ta’ t te d > ain ¢ koma
terbalik
(di atas)
& | Sa § es 4 Gain g |Ge
(dengan
titik ~ di
atas
z Jim i je o Fa’ f Ef
d Ha’ h ha dé Qaf q Ki
(dengan
titik ~ di
bawah)

X




Kha’ kh kadanha |d Kaf k Ka
3 Dal d de J Lam I El
3 Zal 7 zet A Mim m | Em
(dengan
titik  di
atas)
J R& r er a Niin n En
J Zai z zet ) Wau w | We
o Sin S es ® Ha’ h Ha
o Syin sy esdanya |¢ Hamzah ‘ Apostrof
oe | Sad S es 7] Ya’ y Ye
(dengan
titik ~ di
bawah)
wa | Dad de
(dengan
titik ~ di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah | |
dammah U U

2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Xi



Tanda Nama huruf Gabungan Nama
huruf
<. fathah dan ya’ Al adani
S fathah dan Au adanu
wau
Contoh:
;‘35 -kataba d—'i-“ -su’ila
el kaifa Js  -haula
Jﬁ -fa‘ala )Sb -zukira
Cayy -yazhabu
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
S fathah dan alif A a dan garis di atas
atau ya’
T kasrah dan ya’ 1 a dan garis di atas
) dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
J& -qdla R -rama
a8 -gila :b—%’ -yaqiilu

4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk ta@’ marbiitah ada dua:

1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbitah mati
ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

Xiv



3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Jakyldia) -raud ah al-asfal

3534l laaall -al-Madmah al-Munawwarah
aalhl ~talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:

L‘:J -rabband dj)—’ -nazzala
54 -al-birr Zall -al-hajj
és}j -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ('d)), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti-oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.



Contoh:

J’éj‘ -ar-rajulu iﬁ}'w\ -as-sayyidatu
Cpaail -asy-syamsu {433‘ -al-galamu
}@J-‘M -al-badr ‘u Joall -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
A CE o
Osa B -ta’ khuzina s }-‘M -an-nau’
15;.-5 -syai’un u\ -inna
Ao ¥ . et
S ol -umirtu S -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:
u—‘gj\)”}‘;)éj “mb -Wa inna Allah lahuwa khair arrazigin
) ) -Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
Ol el 511 58 58 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
) -Fa auful-kaila wal- mizan
Jadad) )yl Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
L L a5l i 4 e -Bismillahi majraha wa mursah
cll Za e W e d ~Wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti
)‘-‘-’“ 43l & i) e -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti



:,4 ),’C,);m u’;“ - Nasrun minallahi wa fathun qarib
\I.zf\!\in - Lillahi al-amru jami‘an
‘ Lillahil-amru jami‘an
apa yang berl Ao 2 KAl - Wallaha bikulli syai’in “alim
menuliskan ht - = L ,
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: )
d}iﬁ)w KVES 1—‘\} -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Ul foa 5 & ol u‘ -Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
ZSJ L4 23:‘:‘ Lﬁéﬂ -lallaztr bibakkata mubarakkan
Ol all aad 353 sdl) Gliaz ) e -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al
Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila finil
qur’anu
uaﬂ‘ éﬁy L’ 3‘,)395} -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubmi
Ord Gl & XA gihamd tillahi rabbi al- ‘Glamin

-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

8 &:‘-U A GalRad © Nasrun minallahi wa fathun garib

laes SaY) A Lillahi al-amru jami‘an
?—‘k‘ "c;“‘ JS—‘ :&“5 -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.



Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi
Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
Selain sebagai kewajiban ibadah bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat,
zakat juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk membantu
kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui zakat, Islam mendorong
terciptanya keseimbangan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara
kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu.*

Dalam perspektif syariat Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai
bentuk ketaatan individu kepada Allah Swit., tetapi juga sebagai sistem sosial yang
memiliki tujuan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan
zakat harus dilakukan secara terorganisir dan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam syariat. Pengelolaan yang baik akan menjadikan zakat sebagai
instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memperkuat solidaritas sosial di antara umat Islam.?

Al-Qur’an secara tegas telah menetapkan golongan yang berhak menerima
zakat sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Dalam ayat
tersebut dijelaskan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan yang
dikenal dengan istilah asnaf zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigab,
gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat
harus disalurkan kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak menerimanya
sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.®

L Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, Jilid I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), him.
39.

2 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002),
him. 15.

3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama
RI, 2019), Q.S. At-Taubah: 60.
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Penetapan delapan golongan penerima zakat tersebut menunjukkan bahwa
distribusi zakat tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti
aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, proses penentuan penerima zakat
menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat agar penyalurannya tetap berada
dalam koridor syariat Islam. Ketepatan dalam menentukan mustahik zakat akan
sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen keadilan
sosial dalam masyarakat. Salah satu golongan penerima zakat yang memiliki
cakupan makna cukup luas adalah asnaf fisabilillah. Dalam kajian fikih zakat,
istilah fisabilillah pada awalnya dipahami sebagai segala bentuk kegiatan yang
bertujuan untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Namun dalam
perkembangan pemikiran para ulama, makna fisabilillah kemudian dipahami
secara lebih luas, termasuk berbagai aktivitas yang memberikan manfaat bagi
kepentingan umat Islam, seperti kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu
agama.*

Dalam konteks tersebut, kegiatan pendidikan Islam sering dipandang
sebagai bagian dari upaya menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Oleh
karena itu, sebagian ulama memandang bahwa pemberian zakat kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan agama dapat dimasukkan ke dalam
kategori fisabilillah. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai
lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan zakat untuk mendukung kegiatan
pendidikan Islam, termasuk kepada para santri yang menempuh pendidikan di
lembaga pendidikan Islam.

Dalam fikih zakat, pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan
pengumpulan dan penyaluran dana zakat, tetapi juga mencakup proses penentuan
siapa saja yang berhak menerima zakat. Tugas tersebut pada dasarnya berada pada
pihak amil zakat yang memiliki kewenangan untuk menghimpun, mengelola,

serta menyalurkan zakat kepada para mustahik. Para ulama menjelaskan bahwa

4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jilid V (Jakarta: Lentera Hati, 2005), him. 598.



amil juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan dan menetapkan penerima
zakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.> Peran amil
zakat menjadi sangat penting karena mereka bertanggung jawab memastikan
bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya.
Dalam praktiknya, penentuan mustahik tidak hanya memerlukan pemahaman
terhadap ketentuan fikih zakat, tetapi juga memerlukan mekanisme yang jelas
agar proses penetapan mustahik dapat dilakukan secara objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan zakat modern, peran amil zakat kemudian
dilembagakan dalam bentuk institusi yang bertugas mengelola zakat secara
profesional. Keberadaan lembaga pengelola zakat bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan zakat serta memastikan bahwa zakat dapat dikelola secara
sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat.
Melalui lembaga tersebut, pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara
individual, tetapi juga secara kelembagaan dengan sistem yang lebih terorganisir.

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam pengelolaan zakat karena
adanya lembaga resmi yang dikenal dengan Baitul Mal. Lembaga ini memiliki
kewenangan untuk menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat kepada
para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku
di Aceh. Keberadaan lembaga ini menjadi bagian penting dalam sistem
pengelolaan zakat di Aceh karena zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah
individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dikelola secara
kelembagaan.” Dalam pelaksanaan program pengelolaan zakat, Baitul Mal Aceh
memiliki berbagai program penyaluran zakat kepada masyarakat. Salah satu

bentuk program tersebut adalah penyaluran zakat dalam bidang pendidikan yang

5 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 111 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), him. 1956.

® Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, him. 126.

7 Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal,”
https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/ganun-aceh-nomor-3-tahun-2021, diakses 20 April 2026.



https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021

diberikan kepada santri yang sedang menempuh pendidikan di lembaga
pendidikan Islam.

Bantuan tersebut umumnya dikategorikan dalam asnaf fisabilillah karena
berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu agama. Dalam
pelaksanaan program tersebut, calon mustahik biasanya harus melalui beberapa
tahapan administratif, seperti proses pengajuan permohonan bantuan, verifikasi
data calon penerima, serta penetapan sebagai mustahik oleh lembaga pengelola
zakat. Proses tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur pengelolaan zakat dan infak, termasuk aspek
pendataan, penyaluran, dan pengawasan dalam pengelolaan zakat. Tahapan
tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa zakat diberikan kepada
pihak yang benar-benar memenubhi kriteria sebagai penerima zakat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Program bantuan pendidikan ini menjadi salah satu bentuk dukungan
terhadap keberlangsungan pendidikan Islam serta upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di bidang keagamaan. Pelaksanaan program bantuan
pendidikan tersebut tentu memerlukan mekanisme tertentu dalam menentukan
siapa saja yang berhak menerima zakat. Dalam praktik pengelolaan zakat, proses
penentuan penerima zakat biasanya melibatkan beberapa tahapan, seperti
pengajuan permohonan bantuan oleh calon penerima, proses verifikasi data oleh
pihak pengelola zakat, serta penetapan mustahik oleh lembaga yang berwenang.
Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada
pihak yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Keberadaan
mekanisme penentuan penerima zakat tersebut menjadi penting karena berkaitan
langsung dengan ketepatan sasaran distribusi zakat.

Dengan adanya prosedur yang jelas, pengelolaan zakat diharapkan dapat
dilakukan secara tertib dan akuntabel, baik dari sisi administratif maupun dari sisi
kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun pengelolaan zakat telah
berkembang secara kelembagaan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses



penentuan mustahik, khususnya dalam kategori fisabilillah, masih menghadapi
tantangan konseptual dan implementatif. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan
makna fisabilillah dalam kajian fikih zakat yang membuka ruang interpretasi yang
berbeda di kalangan ulama. Sebagian ulama klasik membatasi makna fisabilillah
pada aktivitas jihad dalam arti sempit, sementara ulama kontemporer cenderung
memperluasnya mencakup berbagai aktivitas yang mendukung kemaslahatan
umat, termasuk pendidikan Islam.®

Dalam praktiknya, perluasan makna tersebut berdampak pada kebijakan
lembaga pengelola zakat dalam menetapkan kriteria mustahik. Di satu sisi,
perluasan ini memberikan fleksibilitas dalam penyaluran zakat agar lebih relevan
dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun di sisi lain, kondisi ini juga
berpotensi menimbulkan ketidaksamaan standar dalam menentukan siapa yang
berhak menerima zakat dalam kategori fisabilillah, sehingga diperlukan kejelasan
mekanisme yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.®

Secara empiris, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat
di Aceh telah memiliki pedoman dan mekanisme dalam penentuan mustahik,
termasuk dalam kategori fisabilillah. Berdasarkan hasil wawancara, proses
tersebut melibatkan tahapan pendataan, verifikasi administratif dan lapangan,
serta penetapan oleh pihak yang berwenang berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah. Meskipun demikian, mekanisme
tersebut lebih bersifat administratif dan berbasis regulasi internal lembaga,
sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut sejauh mana kesesuaiannya dengan
konsep fisabilillah dalam fikih zakat.

Di sisi lain, penelitian terdahulu cenderung lebih banyak membahas aspek

efektivitas penyaluran zakat, dampak ekonomi zakat, serta kinerja lembaga

8 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, Jilid 11 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), him.
1045.

® Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 111 (Damaskus: Dar al-Fikr,
2004), him. 1956.



pengelola zakat. Sementara itu, kajian yang secara khusus menyoroti mekanisme
penentuan mustahik, terutama dalam kategori fisabilillah, masih relatif terbatas.
Padahal, aspek penentuan mustahik merupakan tahapan krusial yang menentukan
tepat atau tidaknya distribusi zakat sesuai dengan ketentuan syariat.*°

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara
aspek normatif dalam fikih zakat dengan praktik yang dilakukan oleh lembaga
pengelola zakat di lapangan. Tanpa adanya analisis yang komprehensif, terdapat
kemungkinan bahwa mekanisme yang diterapkan belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip-prinsip fikih zakat atau justru telah mengalami
penyesuaian yang perlu dikaji secara akademik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk
dilakukan guna mengkaji secara mendalam mekanisme penentuan mustahik asnaf
fisabilillah pada Baitul Mal Aceh serta menganalisis kesesuaiannya dengan
perspektif fikih zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan Kkajian zakat, khususnya terkait dengan penentuan
mustahik, serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat dalam
meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat.

Namun demikian, kajian mengenai zakat selama ini lebih banyak
menitikberatkan pada aspek pengelolaan zakat secara umum, efektivitas
penyaluran zakat, maupun dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh
lembaga resmi memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih
berfokus pada efektivitas program zakat atau dampak sosial ekonomi dari
penyaluran zakat.!' Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji

penentuan mustahik, terutama dalam kategori asnaf fisabilillah, masih relatif

0 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002),
him. 87.
11 Nurul Huda, dkk., Zakat Perspektif Mikro-Makro (Jakarta: Kencana, 2015), him. 115.



terbatas. Padahal penentuan mustahik tersebut merupakan bagian penting dalam
memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam fikih zakat. Dengan kata lain, meskipun pengelolaan zakat telah
banyak dikaji, pembahasan mengenai bagaimana proses penentuan mustahik
zakat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat serta bagaimana kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip fikih zakat masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah terhadap Juknis penyaluran zakat
Baitul Mal Aceh, ditemukan adanya perbedaan mengenai kriteria penentuan
mustahik asnaf fisabilillah. Dalam praktiknya, informan menyatakan bahwa
kondisi kurang mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan
mustahik. Namun, persyaratan tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam
Juknis penyaluran zakat. Sementara itu, dalam perspektif fikih zakat, penentuan
mustahik asnaf fisabilillah pada dasarnya tidak didasarkan pada status
kemiskinan, melainkan pada keterkaitan penerima dengan aktivitas yang
termasuk kategori fisabilillah. Perbedaan antara praktik, pedoman teknis, dan
konsep fikih zakat tersebut menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji
sehingga dapat diketahui apakah mekanisme dan kriteria penentuan mustahik
yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih
zakat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik Baitul Mal Aceh
terdapat pertimbangan tambahan yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam
pedoman teknis. Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian amil
dalam memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar
membutuhkan. Namun, dari sisi kepastian hukum dan kesesuaian dengan
pedoman teknis, penggunaan pertimbangan tersebut perlu memiliki dasar
normatif yang jelas agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam penentuan

mustahik.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah
penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul
Mal Aceh?
2. Bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap mekanisme dan kriteria

penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka
penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah
penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:
1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan penerima zakat dalam asnaf
fisabilillah pada Baitul Mal Aceh;
2. Untuk menganalisis mekanisme dan kriteria penentuan penerima zakat
dalam asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh berdasarkan tinjauan fikih
zakat;
D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah penulis dalam memahami substansi variabel dan
istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, penulis perlu merumuskan
definisi operasional dari setiap kata kunci yang terdapat dalam judul. Hal ini
penting agar selama proses penulisan dan penelitian, penulis memiliki acuan yang
jelas dan konsisten terhadap makna dari setiap istilah yang digunakan. Dengan
adanya penjelasan istilah ini, penulis dapat menghindari kekeliruan dalam
menafsirkan konsep yang diteliti serta mempermudah dalam menganalisis data
yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan beberapa

istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut.



1. Penentuan Mustahik
Penentuan mustahik dalmm penelitian ini adalah proses menetapkan
seseorang atau kelompok sebagai pihak yang berhak menerima zakat
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun
ketentuan lembaga pengelola zakat. Proses ini meliputi tahap identifikasi calon
penerima, verifikasi data, hingga penetapan penerima zakat agar
penyalurannya tepat sasaran.*?
2. Mustahik
Mustahik adalah orang atau pihak yang berhak menerima zakat
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an. Dalam fikih zakat, mustahik terdiri
dari delapan golongan yang dikenal dengan istilah asnaf, yaitu fakir, miskin,
amil, muallaf, rigab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil .*3
3. Asnaf Fisabilillah
Asnaf fisabilillah merupakan salah satu golongan penerima zakat
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an. Dalam kajian fikih, istilah
fisabilillah pada awalnya merujuk pada perjuangan di jalan Allah, namun
dalam perkembangan pemikiran para ulama maknanya dapat mencakup
berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan dan mengembangkan
ajaran Islam, termasuk kegiatan pendidikan Islam.*4
4. Baitul Mal Aceh
Baitul Mal Aceh adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah
Aceh yang memiliki kewenangan untuk mengelola harta keagamaan seperti
zakat, infak, dan sedekah. Lembaga ini bertugas melakukan pengumpulan,

pengelolaan, serta penyaluran zakat kepada para mustahik sesuai dengan

2 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002),
him. 133.

13 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 111 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), him. 1952.

4 yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, Jilid 11 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), him.
708.
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ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku di Aceh.™®
5. Fikih Zakat
Fikih zakat dalam penelitian ini merupakan analisis terhadap
mekanisme penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh
dengan menggunakan konsep dan ketentuan yang terdapat dalam fikih zakat.
Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara praktik yang dilakukan
oleh lembaga pengelola zakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang

berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi zakat.*®

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan
dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus sebagai landasan
teoritis dan empiris dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Melalui kajian
pustaka, penulis dapat mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan
serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fokus penelitian dengan
penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian mengenai penentuan mustahik dalam kategori asnaf
fisabilillah pada Baitul Mal Aceh yang ditinjau berdasarkan fikih zakat.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Rosita Siregar, dkk., pada tahun 2024
berjudul  Efektivitas Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat untuk
Kesejahteraan Mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh lembaga zakat dapat meningkatkan Kkesejahteraan mustahik
apabila proses pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara terstruktur
dan tepat sasaran. Penelitian ini juga menekankan pentingnya proses identifikasi

dan penentuan mustahik agar zakat dapat disalurkan kepada pihak yang benar-

15 Baitul Mal Aceh, Profil Baitul Mal Aceh (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2022), him.
15.
16 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, him. 41.
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benar berhak menerimanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah sama-sama membahas proses pengelolaan dan distribusi zakat kepada
mustahik. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas
pengumpulan dan distribusi zakat secara umum, sedangkan penelitian penulis
menitikberatkan pada penentuan mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah.’

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Rizadhatul Dhiya ‘Ulhaq, pada tahun
2024, berjudul Pendistribusian Zakat Lazismu dalam Meningkatkan Taraf Hidup
Mustahik di Kota Salatiga Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif untuk menganalisis proses distribusi zakat dan dampaknya terhadap
kehidupan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program distribusi
zakat yang dijalankan oleh lembaga zakat dapat memberikan dampak positif
terhadap kesejahteraan mustahik, seperti peningkatan pendapatan dan akses
terhadap pendidikan serta kesehatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa
proses seleksi dan penentuan mustahik menjadi faktor penting dalam keberhasilan
program zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-
sama membahas distribusi zakat oleh lembaga zakat kepada mustahik.
Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada dampak
distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian penulis
fokus pada penentuan mustahik berdasarkan perspektif fikih zakat.'8

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Agusdiwana Suarni, dkk., pada tahun 2024
berjudul Al-Adalah Concept in Distribution of Zakat Funds Towards Mustahik
Zakat in Lazismu Makassar City. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi

17 Rosita Siregar, Damri Batubara, Azwar Hamid, dan Aliman Syahuri Zein,“Efektivitas
Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik, ”Journal of Islamic
Social Finance Management (JISFIM), Vol. 5, No. 1 (2024), him. 43-53. Diakses melalui:
https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/11780, tanggal 6 Maret 2026.

18 Rizadhatul Dhiya ‘Ulhaq, “Pendistribusian Zakat Lazismu dalam Meningkatkan Taraf
Hidup Mustahik di Kota Salatiga Tahun 2024,” Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 3, No. 1 (2025),
him. 29-40. Diakses melalui: https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/mada/article/view/12422,
tanggal 6 Maret 2026.
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terhadap pengelola lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
distribusi zakat kepada mustahik dilakukan dengan memperhatikan prinsip
keadilan (al- ‘adalah) agar bantuan zakat dapat diberikan secara tepat kepada
pihak yang berhak menerima. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah sama-sama membahas mekanisme distribusi zakat oleh lembaga pengelola
zakat. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih kepada penerapan konsep
keadilan dalam distribusi zakat, sedangkan penelitian penulis mengkaji penentuan
mustahik asnaf fisabilillah dalam tinjauan fikih zakat.®

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh TM Syahrizal, dkk., pada tahun 2023
berjudul Peran Pertumbuhan Bisnis dalam Memediasi Pengaruh Zakat Produktif
terhadap Kesejahteraan Mustahik di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif dengan sampel mustahik penerima zakat produktif di Aceh dan
dianalisis menggunakan metode Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik serta
dapat meningkatkan pertumbuhan usaha penerima zakat. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas zakat yang disalurkan
kepada mustahik dalam konteks lembaga pengelola zakat di Aceh. Perbedaannya
adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada dampak ekonomi zakat produktif
terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian penulis fokus pada
penentuan mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah.?

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh-Mohammad Daud Ali dan Siti Nurhayati
pada tahun 2022 berjudul Analisis Penentuan Mustahik Zakat pada Lembaga

Amil Zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

19 Agusdiwana Suarni, Muhammad Najib Kasim, dan Syahrir Japar, “Al-Adalah Concept
in Distribution of Zakat Funds Towards Mustahiq Zakat in Lazismu Makassar City,” Ar-Ribh:
Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 1 (2023), him. 1-12. Diakses melalui:
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/14523, tanggal 6 Maret 2026.

20 TM Syahrizal, Eka Nurlina, Khoirul Amri, dan Ghrina Zikran, “Peran Pertumbuhan
Bisnis dalam Memediasi Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq di Aceh,”
ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Wagf, Vol. 4, No. 1 (2023).
Diakses melalui: https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/asnaf/article/view/11493, tanggal 6
Maret 2026.
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dengan pendekatan studi kasus pada beberapa lembaga amil zakat. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis
dokumen terkait proses penentuan mustahik zakat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penentuan penerima zakat pada lembaga zakat umumnya dilakukan
melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan data calon mustahik, verifikasi kondisi
ekonomi, serta penetapan penerima zakat oleh pihak pengelola zakat. Penelitian
ini menekankan bahwa proses verifikasi sangat penting agar zakat dapat
disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerima. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mekanisme
penentuan penerima zakat oleh lembaga pengelola zakat. Perbedaannya adalah
penelitian tersebut membahas penentuan mustahik zakat secara umum pada
lembaga zakat di Indonesia, sedangkan penelitian penulis secara khusus meneliti
penentuan mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh
berdasarkan tinjauan fikih zakat.?

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Furgon dan M. Rofiuddin pada
tahun 2021 berjudul Distribusi Zakat dalam Perspektif Figh dan Implementasinya
pada Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini menggunakan metode library research
dengan pendekatan normatif untuk menganalisis konsep distribusi zakat menurut
fikih Islam serta implementasinya dalam praktik lembaga zakat modern.
Penelitian ini mengkaji berbagai pendapat ulama mengenai kategori mustahik
zakat, termasuk asnaf fisabilillah, serta mekanisme pendistribusian zakat yang
dilakukan oleh lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih
zakat, lembaga amil memiliki kewenangan untuk menentukan penerima zakat
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, dengan

mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Persamaan

2L Mohammad Daud Ali dan Siti Nurhayati, “Analisis Penentuan Mustahiq Zakat pada
Lembaga Amil Zakat di Indonesia,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1 (2022), him.
55-70. Diakses melalui: https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jhes/article/view/2567, tanggal 6
Maret 2026.
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penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penentuan
penerima zakat berdasarkan perspektif fikih zakat. Perbedaannya adalah
penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai
distribusi zakat menurut fikih, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara
khusus penentuan mustahik asnaf fisabilillah dalam praktik pengelolaan zakat
pada Baitul Mal Aceh.??
F. Metodologi Penelitian
Metode penelitian merupakan prosedur riset yang harus penulis lakukan
sebagai bentuk implementasi dari langkah-langkah penelitian yang harus
dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan skripsi. yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun prosedur penelitian yang penulis
jabarkan berikut ini sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam buku panduan
penelitian FSH UIN Ar-Raniry, yaitu sebagai berikut.
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu
pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum Islam
dengan pengamatan terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan
normatif digunakan untuk menelaah konsep penentuan mustahik zakat dalam
perspektif fikih zakat, khususnya terkait dengan kategori asnaf fisabilillah.
Penelaahan ini dilakukan melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum
Islam seperti Al-Qur’an, hadis, serta pendapat para ulama mengenai
pembagian dan kriteria penerima zakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji
regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, seperti Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal sebagai dasar hukum dalam

22 Ahmad Furqon dan M. Rofiuddin, “Distribusi Zakat dalam Perspektif Figh dan
Implementasinya pada Lembaga Amil Zakat,” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 7, No.
2 (2021), him. 89-105. Diakses melalui: https://journal.uii.ac.id/JEKI/article/view/17865, tanggal
6 Maret 2026.
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pengelolaan zakat oleh lembaga resmi.?

Sementara itu, aspek empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan praktik penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh Baitul
Mal Aceh. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana proses identifikasi
calon mustahik, verifikasi data penerima zakat, serta penetapan pihak yang
berhak menerima zakat dalam kategori asnaf fisabilillah. Data empiris
diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola zakat serta melalui
analisis dokumen terkait mekanisme pengelolaan zakat pada lembaga tersebut.
Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya membahas konsep penentuan
mustahik zakat dalam fikih secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana
konsep tersebut diimplementasikan dalam praktik kelembagaan zakat di
Aceh.?*

Melalui pendekatan normatif empiris ini, penelitian berupaya
menjembatani antara konsep hukum Islam mengenai distribusi zakat dengan
praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan fikih
zakat mengenai asnaf fisabilillah dengan penentuan mustahik yang diterapkan
oleh Baitul Mal Aceh. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai pengelolaan
zakat serta memberikan gambaran mengenai implementasi prinsip-prinsip
fikih zakat dalam praktik pengelolaan zakat di tingkat lembaga.?®

2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk

23 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat,” https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011, diakses 6
Maret 2026; Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal,”
https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/ganun-aceh-nomor-3-tahun-2021, diakses 6 Maret 2026.

24 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002),
him. 134,

2 Yusuf Qaradawi, Figh az-Zakat (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), him. 512.
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memberikan gambaran secara sistematis mengenai penentuan mustahik dalam
kategori asnaf fisabilillah yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada periode
penelitian. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada
pemahaman terhadap proses, mekanisme, serta pertimbangan yang digunakan
oleh lembaga pengelola zakat dalam menetapkan pihak yang berhak menerima
zakat, sehingga memerlukan penjelasan yang bersifat mendalam dan
kontekstual.?®

Pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini digunakan untuk
menguraikan secara sistematis bagaimana proses penentuan penerima zakat
dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh, mulai dari tahap pengajuan calon
mustahik, proses verifikasi data penerima, hingga mekanisme penetapan
penerima zakat dalam kategori asnaf fisabilillah. Analisis dilakukan dengan
mencermati kesesuaian antara praktik yang dilakukan oleh lembaga tersebut
dengan prinsip-prinsip fikih zakat serta ketentuan hukum yang berlaku dalam
pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam konteks ini, penentuan penerima zakat
dianalisis dengan mengacu pada ketentuan syariah mengenai kriteria mustahik
zakat serta regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh Nomor 3
Tahun 2021 tentang Baitul Mal.?’

Melalui metode deskriptif analitis ini, penelitian tidak hanya
memaparkan bagaimana penentuan mustahik dilaksanakan dalam praktik
kelembagaan, tetapi juga melakukan analisis terhadap kesesuaian praktik
tersebut dengan konsep fikih zakat mengenai distribusi zakat kepada asnaf

yang berhak menerimanya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara

% Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2019), him. 9.

27 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat,” https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011, diakses 6
Maret 2026; Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal,”
https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/ganun-aceh-nomor-3-tahun-2021, diakses 6 Maret 2026.
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dengan pihak pengelola zakat, dokumentasi program, serta telaah terhadap
kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh dalam
menentukan penerima zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penentuan
mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah serta relevansinya dengan ketentuan
fikih zakat dalam praktik pengelolaan zakat di Aceh.?®
3. Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang merujuk pada referensi atau
informasi yang didapatkan oleh penulis mengenai data yang diteliti seperti
wawancara, narasumber, dan dokumen. Adapun mengenai sumber data pada
riset ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer
diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses
pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh, khususnya pihak yang memiliki
kewenangan atau terlibat dalam proses penentuan penerima zakat.
Informasi yang dikumpulkan meliputi penentuan calon mustahik, proses
verifikasi data penerima zakat, serta pertimbangan yang digunakan dalam
menetapkan seseorang sebagai penerima zakat dalam kategori asnaf
fisabilillah. Melalui data primer ini, peneliti dapat memperoleh gambaran
langsung mengenai praktik yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat
dalam menentukan penerima zakat.?®
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari

28 |exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2018), him. 6.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2019), him. 137.
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berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data
sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur yang berkaitan dengan fikih
zakat, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, skripsi terdahulu, serta berbagai
dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Selain itu,
penelitian ini juga menggunakan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat
di Indonesia sebagai bahan analisis, seperti Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun
2021 tentang Baitul Mal. Data sekunder tersebut digunakan untuk
memperkuat analisis penelitian serta memberikan landasan teoritis dalam
menelaah penentuan mustahik berdasarkan perspektif fikih zakat.*
4. Teknik Pengumpulan Data
Data merupakan hasil dari pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta
maupun angka. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,
penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data tersebut
yaitu:
a. Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Baitul Mal
Aceh, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan
yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini,
wawancara dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat
di Baitul Mal Aceh, khususnya pihak yang berperan dalam proses
penentuan penerima zakat. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh
informasi mengenai penentuan calon mustahik, proses verifikasi data
penerima zakat, serta pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan

penerima zakat dalam kategori asnaf fisabilillah. Teknik wawancara ini

30 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2018), him. 159.
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memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam mengenai
praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut.®
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan kegiatan
pengelolaan zakat, kebijakan atau pedoman penentuan penerima zakat,
serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pada Baitul
Mal Aceh. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data
tertulis yang dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil
penelitian di lapangan.®?
5. Langkah Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis data
yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis berdasarkan konsep fikih
zakat untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini bertujuan
untuk memahami secara lebih mendalam mengenai penentuan mustahik dalam
kategori asnaf fisabilillah yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, serta menilai
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih zakat dan ketentuan hukum yang
berlaku. Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh melalui wawancara,
dokumentasi, dan studi kepustakaan diolah dan dianalisis secara sistematis
sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penentuan
mustahik zakat di lembaga tersebut;
a. Menyeleksi data penelitian, yaitu menelaah dan memilih data yang

diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur yang berkaitan

31 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2019), him. 231.

32 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2018), him. 216.
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dengan penentuan mustahik asnaf fisabilillah. Proses ini dilakukan untuk
memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus
penelitian serta memiliki tingkat validitas yang memadai dalam
mendukung analisis penelitian.

Mengelompokkan  data  berdasarkan  tema  penelitian, yaitu
mengklasifikasikan data yang telah diseleksi ke dalam beberapa kategori
seperti prosedur pengajuan calon penerima zakat, proses verifikasi dan
penilaian kelayakan mustahik, serta dasar pertimbangan yang digunakan
dalam menetapkan penerima zakat pada kategori fisabilillah.
Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam
memahami pola yang diterapkan dalam penentuan mustahik.
Menganalisis data dengan pendekatan fikih zakat, yaitu membandingkan
praktik penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh
dengan ketentuan fikih zakat yang terdapat dalam sumber hukum Islam,
seperti Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu serta regulasi yang mengatur
pengelolaan zakat di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021
tentang Baitul Mal. Melalui tahap ini dapat diketahui apakah penentuan
mustahik yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan syariah mengenai
penyaluran zakat kepada asnaf fisabilillah.

Menarik kesimpulan penelitian, yaitu menyusun hasil analisis data dalam
bentuk uraian ilmiah yang sistematis dan logis sehingga dapat menjelaskan
secara komprehensif bagaimana penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada
Baitul Mal Aceh serta memberikan gambaran mengenai kesesuaiannya
dengan prinsip fikih zakat. Hasil analisis ini kemudian dirumuskan dalam
bentuk kesimpulan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan pengelolaan zakat yang lebih tepat sasaran dan sesuai

dengan ketentuan syariah.
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6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman
Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur’an dan terjemahannya yang
diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis
juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti Perundang-Undangan,
buku-buku fikih muamalah dan fikih zakat, serta berbagai penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-
sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara
sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang

dibahas dalam penelitian ini.*

G. Sistematika Penulisan

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang berisi uraian mengenai konsep-
konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini
meliputi pengertian zakat dalam Islam, dasar hukum zakat, konsep dan kriteria
asnaf penerima zakat, khususnya asnaf fisabilillah, serta penjelasan mengenai
mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat menurut perspektif fikih zakat dan
peraturan yang berlaku.

Bab tiga merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan
pembahasan mengenai praktik penentuan penerima zakat dalam kategori asnaf
fisabilillah pada Baitul Mal Aceh. Pada bab ini dijelaskan mengenai mekanisme

penentuan calon penerima zakat, proses verifikasi dan penetapan mustahik, serta

3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Buku Pedoman Karya Tulis IImiah
Mahasiswa, Edisi Revisi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).
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analisis kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip fikih zakat.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan mekanisme penentuan
penerima zakat agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan fikih zakat.
Bab ini juga memuat rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan

dengan pengelolaan zakat.
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BAB DUA
KONSEP UMUM TENTANG PENENTUAN MUSTAHIK
ASNAF FISABILILLAH

A. Pengertian penentuan Mustahik

Mustahik merupakan istilah yang digunakan dalam kajian zakat untuk
menyebut pihak yang berhak menerima zakat. Secara bahasa, kata mustahik
berasal dari bahasa Arab istahagga yang berarti orang yang berhak atau pantas
memperoleh sesuatu. Dalam konteks zakat, istilah ini digunakan untuk merujuk
kepada individu atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima harta zakat
karena kondisi tertentu yang diakui dalam sistem distribusi zakat dalam Islam.3*

Dalam terminologi fikih, mustahik dipahami sebagai pihak yang memiliki
hak untuk menerima bagian dari harta zakat yang telah dihimpun dari para
muzakki. Konsep ini berkaitan erat dengan fungsi zakat sebagai instrumen sosial
yang bertujuan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh
karena itu, mustahik menjadi unsur penting dalam sistem pengelolaan zakat
karena keberadaan mereka menentukan arah dan tujuan penyaluran dana zakat
dalam masyarakat.®

Dalam praktiknya, penentuan mustahik dilakukan melalui proses
identifikasi berdasarkan kriteria masing-masing asnaf sebagaimana ditetapkan
dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penentuan mustahik tidak hanya
mempertimbangkan kondisi ekonomi, tetapi juga memperhatikan karakteristik
setiap golongan penerima zakat sesuai dengan ketentuan fikih zakat. Dengan
demikian, konsep mustahik memiliki hubungan yang erat dengan prinsip keadilan

sosial dalam ajaran Islam.3®

34 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), him. 1945,

% Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002),
him. 133.

% M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), him. 92.
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Dalam pengelolaan zakat modern, penentuan mustahik biasanya
dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat.
Lembaga tersebut bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan penilaian
terhadap calon penerima zakat sebelum bantuan diberikan. Mekanisme ini
dilakukan agar penyaluran zakat dapat berjalan secara efektif serta mampu
menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan.®’

Selain itu, konsep mustahik juga berkaitan dengan upaya menjaga
keseimbangan sosial dalam masyarakat. Zakat tidak hanya dipahami sebagai
kewajiban ibadah semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat
solidaritas sosial antara kelompok masyarakat yang mampu dengan mereka yang
membutuhkan. Melalui mekanisme distribusi kepada mustahik, zakat diharapkan
mampu membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan umat.>®

Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, penetapan mustahik juga
melibatkan peran lembaga pengelola zakat yang memiliki tanggung jawab dalam
mengatur proses penyaluran zakat secara terorganisasi. Lembaga tersebut tidak
hanya berfungsi sebagai pengumpul dana zakat, tetapi juga berperan dalam
menentukan prioritas penerima zakat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa konsep mustahik dalam praktik modern tidak hanya
bersifat normatif, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang sistematis.*°

Di Aceh, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki
kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang
berhak menerimanya. Lembaga tersebut adalah Baitul Mal Aceh yang berfungsi

sebagai pengelola zakat di tingkat provinsi. Dalam menjalankan tugasnya,

%7 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, him. 136.

38 Yusuf al-Qaradawi, Figh Al-Zakah, Jilid 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), him.
505.

39 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, him. 95.
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lembaga ini melakukan berbagai tahapan untuk menentukan pihak yang berhak
menerima zakat berdasarkan data dan kondisi sosial calon penerima bantuan.*
Penentuan mustahik yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa
zakat benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Apabila
penyaluran zakat tidak dilakukan secara tepat sasaran, maka tujuan utama zakat
sebagai sarana membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak akan
tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep
mustahik menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat yang efektif.
Selain berfungsi sebagai penerima zakat, mustahik juga menjadi bagian
dari sistem distribusi ekonomi dalam Islam yang bertujuan menciptakan
keseimbangan dalam masyarakat. Melalui mekanisme zakat, harta dari muzakki
disalurkan kepada delapan golongan mustahik sesuai ketentuan syariat Islam,
sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan dan kemaslahatan umat dapat tercapai.
Dengan demikian, keberadaan mustahik tidak hanya dipahami sebagai penerima
bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang mendukung

terciptanya keadilan ekonomi.

B. Dasar Hukum Penentuan Mustahik
1. Dasar Hukum Al-Qur’an

Dasar hukum mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat
dijelaskan secara tegas dalam ajaran Islam, baik melalui Al-Qur’an maupun hadis.
Ketentuan ini menjadi landasan utama dalam menentukan golongan yang berhak
menerima zakat agar penyalurannya tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan
adanya dasar hukum yang jelas, distribusi zakat dapat dilakukan secara terarah

dan sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu membantu kelompok masyarakat

40 Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal,”
https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021, diakses 9 Maret 2026.



https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021
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yang membutuhkan serta menciptakan keseimbangan sosial dalam kehidupan
umat.*!

Penjelasan paling mendasar mengenai penerima zakat terdapat dalam
firman Allah Swt. pada Surah At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan golongan-
golongan yang berhak menerima zakat. Ayat ini menjadi rujukan utama dalam
kajian fikih zakat dan digunakan oleh para ulama sebagai dasar penetapan
mustahik. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

s 33 nny Wiy B 5 3508 a5y (@l iy ey ol Sbala Gy

w5 ke g A G a2t 1

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan
budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah (fisabilillah), dan
untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki ketentuan yang sangat
jelas mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam ayat ini disebutkan
delapan golongan penerima zakat yang dikenal dengan istilah asnaf. Para ulama
fikih menjelaskan bahwa pembagian tersebut bersifat pembatasan, sehingga zakat
tidak boleh diberikan kepada pihak yang berada di luar kategori yang telah
ditetapkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, ayat ini menjadi pedoman utama
dalam menentukan mustahik dalam berbagai praktik pengelolaan zakat.*?

2. Dasar Hukum Nasional

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penentuan mustahiq zakat

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

41 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002),
him. 135.

42 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:
Kemenag RI, 2019), him. 196.
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Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada pihak
yang berhak (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, undang-
undang tersebut juga mengatur mekanisme pengelolaan zakat yang meliputi
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara efektif dan
efisien.*® Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan pedoman yang ditetapkan
olen Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi yang memiliki
kewenangan dalam mengelola zakat secara nasional, termasuk dalam menetapkan
kriteria dan mekanisme verifikasi mustahig. Dengan adanya regulasi ini,
penentuan mustahiq tidak hanya berlandaskan pada ketentuan syariat, tetapi juga
telah diatur secara administratif dalam sistem hukum nasional.**
3. Dasar Hukum Lokal

Di tingkat daerah, khususnya di Aceh, penentuan mustahiq zakat diatur
dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal yang memberikan
kewenangan kepada Baitul Mal Aceh dalam mengelola dan menyalurkan zakat
sesual dengan prinsip syariat Islam. Qanun ini mengatur secara rinci mengenai
tugas, fungsi, serta kewenangan Baitul Mal, termasuk dalam menetapkan
mustahiq zakat berdasarkan kriteria tertentu.*® Selain itu, dalam praktiknya,
Baitul Mal Aceh juga menggunakan pedoman internal sebagai acuan dalam
proses penentuan mustahig, seperti dokumen Pedoman Penyaluran Zakat dan
kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah.*® Dengan

demikian, penentuan mustahiq di Aceh tidak hanya mengacu pada ketentuan

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat. Diakses melalui: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011,
tanggal 6 Maret 2026.

4 (BAZNAS), Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan
Zakat, hlm.45. Diakses melalui: https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/baznas/Perbaznas-No-2-
Tahun-2026.pdf, tanggal 6 Maret 2026

4% Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Diakses melalui:
https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/detail/1299, tanggal 6 Maret 2026.

4% Baitul Mal Aceh, Pedoman Penyaluran Zakat. Diakses melalui:
https://baitulmal.acehprov.go.id/, tanggal 6 Maret 2026.



https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011
https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/baznas/Perbaznas-No-2-Tahun-2026.pdf
https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/baznas/Perbaznas-No-2-Tahun-2026.pdf
https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/detail/1299
https://baitulmal.acehprov.go.id/
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umum dalam Al-Qur’an dan hukum nasional, tetapi juga dipertegas melalui
regulasi daerah dan kebijakan kelembagaan yang bersifat operasional.

C. Asnaf Fisabilillah dalam Fikih Zakat

Asnaf fisabilillah merupakan salah satu golongan penerima zakat yang
secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surah At-Taubah
ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan mustahik zakat. Istilah fisabilillah
secara bahasa berarti “di jalan Allah”, yang dalam pengertian umum merujuk pada
segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk menegakkan dan mendukung agama
Islam. Dalam kajian fikih zakat, para ulama memiliki perbedaan pendapat
mengenai cakupan makna fisabilillah. Sebagian ulama klasik membatasi
pengertian fisabilillah hanya pada kegiatan jihad dalam arti perang di jalan Allah.
Pandangan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Nawawi dalam Al-Majmu’
Syarh al-Muhadzdzab, yang menyatakan bahwa fisabilillah adalah para pejuang
yang tidak mendapatkan gaji dari negara.*’

Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan mayoritas ulama mazhab
Syafi’i yang menekankan aspek perjuangan fisik dalam mempertahankan agama.
Namun demikian, perkembangan pemikiran fikih menunjukkan adanya perluasan
makna fisabilillah. Yusuf al-Qaradawi dalam Figh az-Zakah menjelaskan bahwa
fisabilillah tidak hanya terbatas pada jihad dalam arti perang, tetapi juga
mencakup segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk menegakkan agama,
seperti dakwah, pendidikan Islam, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.*®

Pendapat ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih kontekstual
terhadap realitas umat Islam di masa kini. Hal yang sama juga dikemukakan oleh
Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, yang menyatakan
bahwa fisabilillah mencakup seluruh aktivitas yang mengarah pada kemaslahatan

47 Imam Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa
tahun), him. 190.

4 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah, Jilid 2 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), him.
1050.
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agama, termasuk pembangunan lembaga pendidikan Islam dan pembinaan
umat.*® Dengan demikian, cakupan fisabilillah menjadi lebih luas dan tidak
terbatas pada aspek militer semata.

Dalam konteks Indonesia, perluasan makna fisabilillah juga tercermin
dalam kebijakan pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat mengakui bahwa penyaluran zakat dapat dilakukan
untuk berbagai program yang mendukung kemaslahatan umat, termasuk
pendidikan dan dakwah.®® Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara
perkembangan fikih kontemporer dengan regulasi nasional.

Secara khusus di Aceh, pengelolaan zakat diatur dalam Qanun Aceh
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada
Baitul Mal Aceh dalam menetapkan dan menyalurkan zakat kepada mustahik,
termasuk dalam kategori fisabilillah.>* Dalam praktiknya, kategori fisabilillah di
Aceh seringkali mencakup kegiatan pendidikan keagamaan yang dianggap
sebagai bagian dari upaya menegakkan syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep fisabilillah
dalam fikih zakat bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan
zaman. Perbedaan pendapat ulama tidak menunjukkan pertentangan, melainkan
memberikan ruang interpretasi yang memungkinkan zakat tetap relevan sebagai
instrumen pemberdayaan umat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif
terhadap asnaf fisabilillah menjadi penting dalam menentukan mustahik zakat
secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih zakat.

4% Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), him. 1955.

%0 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses melalui:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011, tanggal 9 Maret 2026.

51 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, diakses melalui:
https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/detail/1107/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021, tanggal 9
Maret 2026.
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D. Tujuan Penentuan Mustahik Asnaf Fisabilillah dalam Fikih Zakat

Penentuan mustahik dalam pendistribusian zakat merupakan tahapan yang
fundamental dalam sistem pengelolaan zakat. Proses ini berfungsi untuk
memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan
ketentuan syariat Islam. Dalam konteks asnaf fisabilillah, penentuan mustahik
memiliki kompleksitas tersendiri karena adanya perbedaan pandangan ulama
mengenai cakupan golongan ini. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tujuan
dalam proses penentuan mustahik agar penyaluran zakat tetap berada dalam
koridor hukum Islam.

1. Menjamin Kesesuaian dengan Ketentuan Syariat

Tujuan utama dari penentuan mustahik adalah untuk Tujuan utama dari
penentuan mustahik adalah untuk menjamin bahwa penyaluran zakat mengacu
pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadis sebagai dasar
hukum utama. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, Allah Swt. telah menetapkan
delapan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya asnaf
fisabilillah.%? Ketentuan ini menjadi dasar normatif yang mengikat dalam setiap
proses distribusi zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip distribusi zakat yang
menekankan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana terkandung dalam Q.S. At-
Taubah ayat 60.

Dengan demikian, penentuan mustahik harus berlandaskan pada kriteria
yang jelas agar zakat tidak diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Dalam hal
ini, ketepatan dalam mengidentifikasi mustahik menjadi sangat penting untuk
menjaga keabsahan penyaluran zakat.

2. Mewujudkan Ketepatan Sasaran Distribusi Zakat
Selain menjamin kesesuaian dengan syariat, penentuan mustahik juga

bertujuan untuk mewujudkan ketepatan sasaran dalam distribusi zakat, yaitu

52 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:
Kementerian Agama RI), Q.S. At-Taubah: 60.
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pemberian zakat kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan dalam fikih zakat.>

Dalam asnaf fisabilillah, ketepatan sasaran menjadi penting karena
cakupan golongan ini tidak selalu dipahami secara seragam. Oleh karena itu,
penentuan mustahik harus mempertimbangkan kondisi dan aktivitas calon
penerima zakat berdasarkan pendapat fikih yang dijadikan rujukan.

3. Menyesuaikan dengan Perbedaan Pandangan Fikih

Perbedaan pendapat ulama mengenai makna fisabilillah menjadi salah
satu faktor yang mempengaruhi proses penentuan mustahik. Sebagian ulama
klasik, seperti Imam al-Nawawi, memahami fisabilillah dalam arti terbatas pada
jihad di jalan Allah.>* Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-
Qaradawi memperluas maknanya mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan
untuk kepentingan agama, seperti pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial
keagamaan.*

Dengan adanya perbedaan tersebut, penentuan mustahik bertujuan untuk
memastikan bahwa penerima zakat dalam kategori fisabilillah benar-benar sesuai
dengan pendekatan fikih yang digunakan. Hal ini penting agar penyaluran zakat
tetap memiliki dasar keilmuan yang jelas dan tidak bersifat subjektif.

4. Mencegah Kesalahan dan Penyimpangan Distribusi

Tujuan lain dari penentuan mustahik adalah untuk mencegah terjadinya
kesalahan dalam penyaluran zakat. Tanpa adanya proses seleksi yang jelas dan
terstruktur, terdapat kemungkinan zakat disalurkan kepada pihak yang tidak
berhak atau tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan.>®

Kesalahan dalam distribusi zakat tidak hanya berdampak pada

ketidaktepatan sasaran, tetapi juga dapat bertentangan dengan prinsip keadilan

53 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), him. 517.

54 Imam al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 6, him.
190.

55 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), him. 517.
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dan ketepatan dalam distribusi zakat menurut syariat. Oleh karena itu, penentuan
mustahik harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kriteria yang objektif
agar dapat meminimalkan potensi penyimpangan.

5. Mendukung Pengelolaan Zakat yang Bertanggung Jawab

Penentuan mustahik juga bertujuan untuk mendukung pengelolaan zakat
yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, setiap pihak yang mengelola zakat
memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana zakat secara amanah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.®” Proses penentuan mustahik yang sistematis akan
membantu menciptakan pengelolaan zakat yang lebih sesuai dengan prinsip
amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, zakat
tidak hanya disalurkan secara tepat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan
secara administratif dan normatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan penentuan
mustahik asnaf fisabilillah mencakup kesesuaian dengan syariat, ketepatan
sasaran, serta kejelasan dasar fikih dalam distribusi zakat. Seluruh tujuan tersebut
menunjukkan bahwa penentuan mustahik merupakan bagian penting dalam
memastikan bahwa zakat dapat disalurkan secara optimal dan sesuai dengan
prinsip-prinsip dalam fikih zakat. Dengan demikian, konsep penentuan mustahik
dalam asnaf fisabilillah sebagaimana dijelaskan dalam fikih zakat menjadi dasar
dalam menganalisis praktik penentuan mustahik yang dilakukan oleh Baitul Mal
Aceh.

57 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-1slami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),
jilid 3, him. 1955.
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BAB TIGA
MEKANISME PENENTUAN MUSTAHIK SENIF FISABILILLAH
PADA BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT
(Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)

A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh
a. Sejarah dan Dasar Hukum Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga pengelola harta keagamaan yang
keberadaannya tidak terlepas dari sejarah panjang pengelolaan zakat di Aceh.
Secara historis, embrio pembentukan Baitul Mal telah dimulai sejak tahun 1973
dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) oleh Pemerintah
Daerah Istimewa Aceh. Lembaga ini dibentuk sebagai upaya awal dalam
mengelola zakat dan harta keagamaan secara lebih terorganisir di daerah Aceh.
Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan dan penerapan syariat Islam
di Aceh, kelembagaan pengelolaan zakat mengalami transformasi.

Gambar 3.1
Kantor Baitul Mal Aceh

Sumber: Google (2026)
Baitul Mal Aceh kemudian dibentuk sebagai lembaga resmi yang
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memiliki kewenangan dalam mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, dan harta
keagamaan lainnya. Pembentukan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat
sistem pengelolaan zakat agar lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat Islam. Keberadaan Baitul Mal Aceh juga tidak terlepas dari
kekhususan Aceh sebagai daerah yang diberikan kewenangan untuk menerapkan
syariat Islam dalam sistem pemerintahan. Hal ini menjadikan Baitul Mal Aceh
sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan
syariat Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan.>®

Secara yuridis, keberadaan Baitul Mal Aceh didasarkan pada berbagai
peraturan  perundang-undangan Yyang memberikan legitimasi terhadap
pengelolaan zakat di Aceh. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan
kewenangan khusus kepada Aceh untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan
syariat Islam, termasuk dalam bidang pengelolaan zakat.>®

Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh yang mengatur kelembagaan Baitul Mal,
pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh juga didasarkan pada
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan
Infak pada Baitul Mal Aceh. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Peraturan Gubernur
ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dan infak pada Baitul
Mal Aceh. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa Badan Baitul Mal Aceh
menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai penyaluran zakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 12 ayat (2)
menegaskan bahwa Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menetapkan dan

menyalurkan zakat kepada mustahik berdasarkan Juknis yang telah ditetapkan

%8 Baitul Mal Aceh, https://baitulmal.acehprov.go.id/halaman/sejarah-bma, diakses 9
Maret 2026

5 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.
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oleh Badan Baitul Mal Aceh. Dengan demikian, mekanisme penentuan mustahik
yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh memiliki landasan hukum yang jelas,
baik dari aspek kebijakan maupun pelaksanaan teknis.®

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022,
Badan Baitul Mal Aceh menetapkan Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Nomor 02
Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Zakat
Tahun 2025 sebagai pedoman operasional penyaluran zakat. Peraturan ini
bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran zakat agar sesuai dengan ketentuan
syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam petunjuk
teknis tersebut dijelaskan bahwa penyaluran zakat mencakup beberapa golongan
mustahik, salah satunya asnaf fisabilillah. Program penyaluran zakat untuk asnaf
fisabilillah meliputi bantuan dana untuk kegiatan seminar, diskusi, penelitian,
pelatihan, bantuan pemenuhan kebutuhan pokok mustahik di rumah singgah atau
yayasan, bantuan penunjang sarana dan prasarana ibadah di daerah terpencil,
khitanan massal, serta bantuan solidaritas dunia Islam. Dengan demikian,
penyaluran zakat kepada asnaf fisabilillah di Baitul Mal Aceh tidak hanya
berorientasi pada pemberian bantuan kepada individu, tetapi juga mendukung
berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan syiar Islam sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.®*

Selanjutnya, pengaturan lebih rinci mengenai kelembagaan Baitul Mal
dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Dalam
ganun tersebut ditegaskan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga keistimewaan
dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang

bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.’? Lembaga ini memiliki

60 peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak
pada Baitul Mal Aceh, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

61 Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Nomor 02 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Zakat Tahun 2025.

62 pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, diakses
melalui https://baitulmal.acehprov.go.id, diakses 27 April 2026.
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kewenangan untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat,
infak, wakaf, serta harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Selain itu, dalam struktur kelembagaannya, Baitul Mal juga dilengkapi
dengan perangkat pendukung seperti Dewan Pertimbangan Syariah yang
berfungsi memberikan pengawasan dan pertimbangan terhadap kebijakan
pengelolaan zakat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Aceh tidak hanya berlandaskan pada
regulasi administratif, tetapi juga memiliki dasar syariah yang kuat.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki
legitimasi yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga
pengelola zakat. Keberadaan regulasi ini juga menjadi landasan dalam
memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan,
dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara syariah.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

H. MUZAKIR MANAF

_'I

Sumber: Google (2026)

Berdasarkan struktur organisasi Baitul Mal Aceh, terdapat tiga unsur

utama yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, yaitu
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Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), Badan Baitul Mal Aceh, dan Sekretariat
Baitul Mal Aceh. Ketiga unsur tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda,
namun saling berkaitan dalam mendukung pengelolaan zakat yang sesuai
dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

1. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) merupakan unsur yang bertugas
memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyusunan
kebijakan serta penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta
keagamaan lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Baitul Mal Aceh dan
Sekretariat Baitul Mal Aceh. Selain itu, DPS juga menjalankan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian yang menjadi kewenangan Baitul
Mal Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, anggota
DPS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh berdasarkan kompetensi
yang dimiliki dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi dengan masa jabatan
selama lima tahun serta dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

2. Badan Baitul Mal Aceh

Badan Baitul Mal Aceh merupakan unsur yang bertugas menyusun
kebijakan pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya pada
tingkat Provinsi Aceh. Tugas Badan Baitul Mal Aceh meliputi perencanaan,
pengelolaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, verifikasi, pengendalian,
pelaporan, serta sosialisasi pengelolaan zakat. Dalam penelitian ini, Badan Baitul
Mal Aceh memiliki peran penting karena menjadi pihak yang memberikan
persetujuan dalam proses penetapan mustahik setelah melalui tahapan verifikasi
yang dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh.

3. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan unsur pelaksana yang bertugas

memberikan pelayanan administrasi serta melaksanakan pengelolaan zakat, infak,

wakaf, dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
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oleh Badan Baitul Mal Aceh. Dalam pelaksanaan penentuan mustahik, Sekretariat
Baitul Mal Aceh berperan dalam menerima usulan calon mustahik, melakukan
pemeriksaan administrasi, melaksanakan verifikasi lapangan apabila diperlukan,
serta menyusun hasil verifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses
penetapan mustahik.

Berdasarkan pembagian tugas tersebut, mekanisme penentuan mustahik
asnaf fisabilillah di Baitul Mal Aceh dilaksanakan secara terstruktur dengan
melibatkan unsur Badan Baitul Mal Aceh, Dewan Pertimbangan Syariah, dan
Sekretariat Baitul Mal Aceh sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-
masing. Struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan
mustahik tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga memperhatikan
aspek syariah melalui peran Dewan Pertimbangan Syariah serta aspek
kelembagaan melalui koordinasi antara Badan dan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

b. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat memiliki arah
kelembagaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan
pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Arah tersebut
tercermin dalam visi dan misi yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga.

Visi Baitul Mal Aceh adalah terwujudnya Baitul Mal Aceh yang amanah,
profesional, dan progresif. Visi ini menunjukkan komitmen lembaga dalam
mengelola harta keagamaan secara bertanggung jawab (amanah), berbasis
kompetensi dan sistem yang baik (profesional), serta mampu berkembang dan
beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat (progresif).

Untuk mewujudkan visi tersebut, Baitul Mal Aceh menetapkan beberapa
misi sebagai berikut. Pertama, mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi terkait
zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya (ZIWaH) serta peran Baitul Mal
kepada masyarakat. Kedua, mengembangkan kompetensi amil melalui
peningkatan kapasitas dan sertifikasi profesional. Ketiga, menerapkan prinsip
Total Quality Management dalam pengelolaan ZIWaH guna meningkatkan
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kualitas layanan dan tata kelola lembaga.

Keempat, mewujudkan sistem manajemen data dan informasi yang
berbasis teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
zakat. Kelima, mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak dari masyarakat.
Keenam, mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang
berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas serta kemandirian masyarakat.
Ketujuh, meningkatkan pengelolaan wakaf serta perwalian anak yatim sebagai
bagian dari tanggung jawab sosial lembaga.®®

Dengan adanya visi dan misi tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki arah
strategis yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga
pengelolaan zakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu
memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

c. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh

Tugas merupakan kewajiban atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh
suatu lembaga dalam rangka menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Tugas bersifat operasional dan konkret, yang mencerminkan
aktivitas nyata yang dilakukan oleh lembaga dalam mencapai tujuan yang telah
ditentukan Sementara itu, fungsi merupakan peran atau kedudukan suatu lembaga
dalam suatu sistem yang menunjukkan tujuan dan kegunaan dari pelaksanaan
tugas yang dijalankan. Fungsi bersifat konseptual dan menjelaskan kontribusi
lembaga dalam mencapai tujuan yang lebih luas, baik dalam aspek sosial,
ekonomi, maupun kelembagaan.

Sebagai lembaga pengelola zakat, Baitul Mal Aceh memiliki tugas utama
dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya yang
meliputi  kegiatan  pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, serta

pendayagunaan. Selain itu, lembaga ini juga melaksanakan tugas operasional lain

63 Baitul Mal Aceh, “Visi dan Misi Baitul Mal Aceh,” https://baitulmal.acehprov.go.id,
diakses 9 Maret 2026.
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seperti pendataan, verifikasi, dan penetapan mustahik sebagai bagian dari proses
penyaluran zakat agar tepat sasaran.®*

Adapun secara kelembagaan, Baitul Mal Aceh memiliki fungsi sebagai
institusi pengelola zakat yang berperan dalam menjembatani antara muzakki dan
mustahik, serta sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang
terstruktur.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Baitul Mal Aceh juga mengembangkan
berbagai program penyaluran zakat yang mencakup bidang pendidikan, sosial,
ekonomi, dan keagamaan. Program-program ini dirancang untuk menjawab
kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan umat secara
berkelanjutan.®® Dalam bidang pendidikan, misalnya, zakat disalurkan dalam
bentuk bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan santri. Dalam bidang ekonomi,
zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif masyarakat.

B. Mekanisme Penentuan Mustahik Asnaf Fisabilillah Pada Baitul Mal
Aceh
Penentuan mustahik dalam asnaf fisabilillah merupakan tahapan krusial

dalam pengelolaan zakat, karena berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran
distribusi zakat sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ketepatan dalam menentukan
mustahik akan sangat mempengaruhi efektivitas zakat sebagai instrumen keadilan
sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang jelas,
sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun
secara syariah.

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat telah

mengembangkan mekanisme penentuan mustahik yang terstruktur dan

6 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, diakses melalui:
https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/detail/1107/ganun-aceh-nomor-3-tahun-2021, tanggal 20
April 2026.

8 Baitul Mal Aceh, “Profil Baitul Mal Aceh,” https://baitulmal.acehprov.go.id/, diakses
9 Maret 2026.
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berjenjang. Mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjamin tertib
administrasi, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas serta kesesuaian dengan
prinsip-prinsip fikih zakat. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penentuan
mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh dapat diklasifikasikan ke dalam
tiga mekanisme utama, yaitu mekanisme pengajuan, mekanisme verifikasi, dan
mekanisme penetapan mustahik.
1. Mekanisme Pengajuan Mustahik

Mekanisme pengajuan merupakan tahap awal dalam proses penentuan
mustahik yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi calon penerima zakat.
Berdasarkan hasil wawancara, pengajuan calon mustahik dilakukan melalui dua
jalur utama, yaitu pengajuan secara mandiri oleh calon mustahik melalui layanan
resmi Baitul Mal Aceh, seperti melalui counter pelayanan, serta melalui usulan
dari lembaga atau mitra terkait.%®

Pengajuan secara mandiri dilakukan oleh masyarakat yang secara
langsung mengajukan permohonan kepada Baitul Mal Aceh dengan melengkapi
persyaratan yang telah ditentukan. Sementara itu, pengajuan melalui lembaga
dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti lembaga pendidikan atau organisasi
keagamaan yang mengusulkan individu atau kelompok tertentu sebagai calon
penerima zakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan
bersifat terbuka dan partisipatif, sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi
masyarakat untuk mengakses bantuan zakat. Selain itu, keberadaan dua jalur
pengajuan tersebut memungkinkan Baitul Mal Aceh memperoleh data calon
mustahik dari berbagai sumber, sehingga jangkauan penyaluran zakat menjadi
lebih luas.

Dalam perspektif fikih zakat, tahap pengajuan calon mustahik merupakan

langkah awal yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendistribusian

% Wawancara dengan Jusma Eri, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda
Aceh.
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zakat. Pengajuan tersebut menjadi dasar bagi amil untuk melakukan identifikasi
terhadap calon penerima zakat sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Mekanisme pengajuan yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh, baik melalui
permohonan secara langsung maupun melalui usulan dari lembaga atau instansi
terkait, menunjukkan adanya sistem yang memberikan akses kepada masyarakat
untuk mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme tersebut juga mencerminkan adanya keterbukaan dalam
pelayanan zakat tanpa mengabaikan prinsip selektivitas. Dalam fikih zakat,
pengajuan tidak secara otomatis menjadikan seseorang berstatus sebagai
mustahik, melainkan hanya merupakan tahap awal yang harus ditindaklanjuti
dengan proses verifikasi oleh amil. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme
pengajuan memiliki fungsi sebagai sarana penghimpunan informasi awal
mengenai kondisi calon penerima zakat sehingga memudahkan petugas dalam
melakukan penilaian terhadap kelayakan penerima.

Selain memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, mekanisme
pengajuan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan zakat yang
tertib dan teradministrasi dengan baik. Seluruh dokumen yang disampaikan oleh
pemohon ~menjadi dasar dalam proses pemeriksaan berikutnya sehingga
keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pengakuan pemohon, tetapi juga
didukung oleh bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
demikian, mekanisme pengajuan merupakan tahapan awal yang mendukung
terciptanya penyaluran zakat secara tepat sasaran sesuai dengan tujuan syariat
Islam.

2. Mekanisme Verifikasi Mustahik

Setelah tahap pengajuan, proses dilanjutkan dengan mekanisme verifikasi
yang bertujuan untuk menilai kelayakan calon mustahik. Verifikasi merupakan
tahap penting dalam memastikan bahwa zakat diberikan kepada pihak yang
benar-benar memenuhi Kriteria sebagai penerima zakat. Dalam pelaksanaannya,

proses verifikasi dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari tim pendataan dan
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tim verifikasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh yang secara administratif
dibentuk oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai penanggung jawab
teknis pelaksanaan kegiatan.®’

Verifikasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu verifikasi administratif dan
verifikasi lapangan. sebagaimana dijelaskan dalam praktik wawancara bahwa
verifikasi diawali dengan pemeriksaan berkas, kemudian dilanjutkan dengan
pengecekan langsung ke lapangan apabila diperlukan. Verifikasi administratif
dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian data yang
diajukan oleh calon mustahik. Tahap ini berfungsi sebagai filter awal untuk
memastikan bahwa calon penerima zakat telah memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan. Adapun kriteria utama dalam penentuan mustahik asnaf fisabilillah
meliputi kondisi ekonomi yang tergolong kurang mampu, berdomisili di wilayah
Aceh, serta memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang mendukung syiar Islam.®®

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ekonomi yang tergolong kurang
mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam praktik penentuan mustahik asnaf
fisabilillah di Baitul Mal Aceh. Namun, setelah penulis menelaah Petunjuk Teknis
(Juknis) penyaluran zakat Baitul Mal Aceh, persyaratan tersebut tidak
dicantumkan secara eksplisit sebagai Kriteria penerima zakat pada asnaf
fisabilillah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik yang
disampaikan oleh informan dengan ketentuan yang tertuang dalam pedoman
teknis. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dalam
perspektif fikih zakat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan konsep penentuan
mustahik asnaf fisabilillah.®® Selanjutnya, dilakukan verifikasi lanjutan melalui
wawancara atau survei lapangan, khususnya terhadap pengajuan bantuan dengan

nominal tertentu, misalnya di atas jumlah tertentu yang memerlukan pemeriksaan

57 Ibid.

% Wawancara dengan Ibnu Sa’adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di
Banda Aceh.

%9 Wawancara dengan Jusma Eri, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda
Aceh.
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lebih mendalam.”®

Verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data yang
telah diajukan serta untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai
kondisi sosial dan ekonomi calon mustahik. Dalam praktiknya, verifikasi tidak
hanya dilakukan kepada calon mustahik, tetapi juga melibatkan pengecekan
informasi kepada lingkungan sekitar, seperti tetangga atau pihak yang mengetahui
kondisi calon penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi yang
dilakukan bersifat komprehensif dan tidak hanya bergantung pada data
administratif semata.

Tahapan verifikasi merupakan salah satu bagian yang paling menentukan
dalam proses penetapan mustahik. Dalam fikih zakat, amil tidak hanya bertugas
menyalurkan zakat, tetapi juga memiliki kewajiban memastikan bahwa zakat
diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi Kkriteria sebagai mustahik.
Oleh karena itu, proses verifikasi menjadi bentuk pelaksanaan tanggung jawab
amil dalam menjaga amanah pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi
administrasi terhadap seluruh dokumen vyang diajukan oleh pemohon.
Selanjutnya, terhadap permohonan tertentu dilakukan verifikasi lapangan melalui
wawancara maupun kunjungan langsung untuk memastikan kesesuaian antara
data administratif dengan kondisi yang = sebenarnya. Tahapan tersebut
menunjukkan bahwa penetapan mustahik tidak hanya didasarkan pada dokumen
yang disampaikan, tetapi juga mempertimbangkan fakta di lapangan sebagai
dasar pengambilan keputusan.

Dalam perspektif fikih zakat, mekanisme tersebut telah mencerminkan
prinsip amanah (al-amanah) yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Amanah

tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dalam mengelola dana zakat, tetapi juga

0 Wawancara dengan Ibnu Sa’adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di
Banda Aceh.
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menyangkut tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak para mustahik
tidak berpindah kepada pihak yang tidak berhak. Dengan adanya verifikasi
administrasi dan verifikasi lapangan, potensi terjadinya kesalahan sasaran dalam
penyaluran zakat dapat diminimalkan sehingga tujuan zakat sebagai instrumen
pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.

Selain itu, verifikasi juga merupakan bentuk penerapan prinsip
profesionalitas dalam pengelolaan zakat. Proses tersebut menunjukkan bahwa
setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data dan fakta yang telah diperiksa
terlebih dahulu, sehingga keputusan penetapan mustahik memiliki dasar yang
objektif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun
secara syar'i.

Penerapan verifikasi secara administratif dan lapangan juga menunjukkan
bahwa Baitul Mal Aceh tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan
formal, tetapi juga berupaya memperoleh keyakinan (ghalabat al-zann) mengenai
kelayakan calon mustahik. Dalam fikih zakat, keyakinan tersebut penting karena
amil memikul tanggung jawab untuk menjaga hak para mustahik sekaligus
memastikan bahwa zakat tidak disalurkan kepada pihak yang tidak memenuhi
kriteria. Oleh karena itu, verifikasi tidak hanya menjadi prosedur administratif,
melainkan juga merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaan harta zakat yang bernilai ibadah.

3. Mekanisme Penentuan Mustahik

Tahap akhir dalam proses penentuan mustahik adalah mekanisme
penetapan. Pada tahap ini, hasil verifikasi yang telah dilakukan disusun dan
diajukan kepada pimpinan lembaga untuk dilakukan penilaian lanjutan.
Penetapan mustahik dilakukan oleh Kepala Sekretariat atas persetujuan Badan
Baitul Mal Aceh.”* Berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan

Badan serta ketentuan operasional yang berlaku pada tahun berjalan. Meskipun

™ 1bid.
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secara administratif penetapan dilakukan oleh Kepala Sekretariat, adanya
persetujuan Badan menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat
individual, melainkan tetap mengandung unsur kolektif. Hal ini sejalan dengan
prinsip musyawarah dalam fikih zakat, meskipun belum sepenuhnya diformalkan
dalam bentuk forum yang eksplisit

Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses penentuan mustahik tidak
dilakukan secara individual, melainkan melalui struktur kelembagaan yang
berjenjang dan terorganisir. Dalam proses penetapan tersebut, terdapat
keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tim pendataan, tim verifikasi, hingga
Kepala Sekretariat. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mustahik dilakukan
melalui mekanisme kolektif. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai
musyawarah formal, proses penyampaian hasil verifikasi kepada pimpinan serta
adanya persetujuan dari Badan menunjukkan adanya unsur pertimbangan
bersama dalam pengambilan keputusan.

Dalam fikih zakat dikenal prinsip tahgig al-mustakiq, yaitu upaya
memastikan bahwa seseorang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima
zakat. Prinsip ini menegaskan bahwa amil tidak diperkenankan menetapkan
mustahik tanpa melalui proses penelitian yang memadai. Kehati-hatian tersebut
bertujuan untuk menjaga agar dana zakat tetap berada pada pihak yang memang
berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.

Mekanisme penetapan mustahik yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh
menunjukkan adanya penerapan prinsip tersebut. Sebelum keputusan ditetapkan,
hasil verifikasi terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan untuk memperoleh
pertimbangan serta persetujuan Badan Baitul Mal. Dengan demikian, keputusan
mengenai penerima zakat tidak hanya bergantung pada penilaian satu orang
petugas, tetapi merupakan hasil dari proses yang melibatkan beberapa pihak

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Proses tersebut juga menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal dalam
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pengambilan  keputusan. Keberadaan pengawasan ini penting untuk
meminimalkan kemungkinan terjadinya kekeliruan maupun subjektivitas dalam
menetapkan mustahik. Dari perspektif fikih zakat, langkah tersebut sejalan
dengan prinsip kehati-hatian (ikziyar) dalam pengelolaan zakat sehingga hak-hak
mustahik dapat terlindungi secara optimal.

Dengan demikian, mekanisme penetapan mustahik yang dilakukan oleh
Baitul Mal Aceh tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga
mencerminkan nilai-nilai syariat yang menekankan keadilan, amanah, dan
tanggung jawab dalam pengelolaan zakat.

Selain itu, penetapan mustahik juga didasarkan pada pedoman syariah
yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah, salah satunya melalui
Keputusan Nomor 1/KPTS/1/2023.7? yang menjadi dasar dalam menentukan
definisi dan kriteria asnaf fisabilillah sesuai dengan kondisi kontemporer. Hal ini
menunjukkan bahwa proses penentuan mustahik tidak hanya didasarkan pada
aspek administratif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip fikih zakat yang
telah disesuaikan dengan kondisi kontemporer.

Dengan demikian, mekanisme penetapan mustahik menunjukkan adanya
proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara berjenjang dan melibatkan
berbagai pihak dalam struktur kelembagaan. Berdasarkan uraian tersebut,
selanjutnya dilakukan analisis terhadap keseluruhan mekanisme penentuan
mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh.

Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan secara berjenjang
tersebut juga memperlihatkan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam
struktur kelembagaan Baitul Mal Aceh. Pembagian kewenangan ini penting untuk
menghindari terpusatnya keputusan pada satu pihak sehingga proses penentuan

mustahik dapat berlangsung lebih objektif. Dari perspektif tata kelola zakat,

2 Wawancara dengan Ibnu Sa’adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di
Banda Aceh.
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sistem tersebut merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kelembagaan karena
setiap keputusan dapat ditelusuri berdasarkan hasil verifikasi dan persetujuan
pihak yang berwenang. Dengan demikian, mekanisme tersebut tidak hanya
mendukung ketepatan sasaran penyaluran zakat, tetapi juga meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh.

Secara keseluruhan, mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah
pada Baitul Mal Aceh telah mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran zakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, di
antaranya adanya calon mustahik yang secara syar’i dinilai layak menerima zakat
tetapi tidak - memenuhi persyaratan administratif secara lengkap, serta
keterbatasan jumlah dan kompetensi verifikator. Kendala tersebut menunjukkan
adanya tantangan dalam aspek pelaksanaan yang dapat mempengaruhi efektivitas
proses penentuan mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penentuan mustahik asnaf
fisabilillah yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh secara umum telah
mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam fikih zakat. Hal tersebut dapat dilihat
dari adanya tahapan verifikasi, penelitian terhadap kondisi calon penerima, serta
penetapan mustahik berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara
bertahap. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penentuan mustahik tidak
dilakukan secara sederhana, melainkan melalui mekanisme yang bertujuan
memastikan ketepatan sasaran penyaluran zakat.

Penerapan mekanisme tersebut memiliki implikasi yang positif terhadap
efektivitas pengelolaan zakat. Semakin baik proses identifikasi dan verifikasi
dilakukan, maka semakin besar pula kemungkinan zakat disalurkan kepada pihak
yang benar-benar membutuhkan. Sebaliknya, apabila proses penentuan mustahik
dilakukan tanpa penelitian yang memadai, maka potensi terjadinya salah sasaran
akan semakin besar dan dapat mengurangi tujuan utama zakat dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.
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Di sisi lain, mekanisme yang diterapkan juga berpengaruh terhadap
tingkat kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal Aceh sebagai lembaga
pengelola zakat. Keputusan yang didasarkan pada hasil verifikasi menunjukkan
adanya akuntabilitas dalam setiap proses penyaluran zakat. Hal tersebut menjadi
salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan muzakki sehingga
pengelolaan zakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Baitul Mal Aceh melakukan
berbagai langkah, seperti peningkatan verifikasi lapangan, wawancara langsung
dengan calon mustahik, serta pengecekan informasi kepada lingkungan sekitar
guna memastikan kebenaran data Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam
praktiknya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan prinsip keadilan dan
ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat sebagaimana ditekankan dalam fikih
zakat, sehingga diperlukan penguatan dalam aspek verifikasi dan penetapan
mustahik.

C. Tinjauan Fikih Zakat terhadap Mekanisme Penentuan Mustahik Dalam
Asnaf Fisabilillah oleh Baitul Mal Aceh

Penentuan mustahik dalam asnaf fisabilillah merupakan salah satu aspek
yang paling dinamis dalam kajian fikih zakat, karena kategori ini memiliki ruang
interpretasi yang lebih luas dibandingkan dengan asnaf lainnya. Secara normatif,
dasar penetapan asnaf zakat merujuk pada Al-Qur’an, khususnya dalam Surah At-
Taubah ayat 60, yang menyebutkan fisabilillah sebagai salah satu golongan
penerima zakat. Namun, frasa fisabilillah dalam ayat tersebut tidak dijelaskan
secara rinci, sehingga membuka ruang ijtihad dan melahirkan perbedaan
penafsiran di kalangan ulama.

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Syafi’i, Maliki,
dan Hanbali cenderung memahami fisabilillah dalam arti sempit, yaitu orang-
orang yang berperang di jalan Allah (jihad gital). Pandangan ini juga didukung
olen Imam Nawawi yang menegaskan bahwa distribusi zakat pada kategori
fisabilillah terbatas pada pihak yang terlibat langsung dalam peperangan demi
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mempertahankan agama.”® Dengan demikian, dalam perspektif klasik, kategori
ini bersifat spesifik dan tidak mencakup aktivitas di luar konteks militer.

Namun, seiring dengan perkembangan kondisi sosial dan kebutuhan umat
Islam, muncul interpretasi yang lebih luas terhadap makna fisabilillah. Ulama
kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili berpendapat
bahwa fisabilillah mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk menegakkan
dan membela agama Islam, termasuk pendidikan, dakwabh, serta berbagai kegiatan
sosial keagamaan lainnya.” Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan
(maslahah) serta kebutuhan umat Islam yang semakin kompleks di era modern.

Jika dikaitkan dengan praktik yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh,
terlihat bahwa lembaga ini menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual
dalam menentukan mustahik fisabilillah. Hal ini tercermin dari dimasukkannya
santri, lembaga pendidikan Islam, serta kegiatan dakwah sebagai bagian dari
kategori fisabilillah.” Pendekatan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian
dengan pandangan ulama kontemporer yang memperluas makna fisabilillah
berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Selain perbedaan pemaknaan terhadap fisabilillah, aspek penting lain
dalam fikih zakat adalah kewenangan dalam menetapkan mustahik. Dalam fikih
zakat, kewenangan tersebut pada dasarnya berada pada amil zakat sebagai pihak
yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat. Amil memiliki tanggung
jawab untuk menilai kelayakan serta menetapkan penerima zakat berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan dalam syariat. Pendekatan tersebut juga sejalan
dengan kerangka regulasi daerah, khususnya dalam Peraturan Gubernur Aceh

Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur pengelolaan zakat dan infak pada Baitul Mal

3 Imam al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 6, him.
190.

" Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), him. 517;
Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 3, him.
1955.

> Wawancara dengan Ibnu Sa’adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di
Banda Aceh.



o1

Aceh, termasuk dalam aspek pendataan, penyaluran, dan pengawasan terhadap
mustahik.’®

Dalam praktiknya di Baitul Mal Aceh, kewenangan tersebut telah
dijalankan oleh lembaga sebagai representasi amil zakat dalam bentuk
kelembagaan. Penetapan mustahik dilakukan oleh Kepala Sekretariat atas
persetujuan Badan Baitul Mal, yang menunjukkan bahwa kewenangan amil tidak
dijalankan secara individual, melainkan dalam bentuk kolektif kelembagaan.
Proses tersebut Dewan Pertimbangan Syariah tidak terlibat secara langsung dalam
setiap penetapan mustahik, tetapi berperan dalam menetapkan pedoman dan
batasan normatif terkait penentuan asnaf, termasuk fisabilillah. Dengan demikian,
peran Dewan Pertimbangan Syariah dapat dipahami sebagai pemberi landasan
ijtihad, sementara pelaksanaan teknis tetap berada pada lembaga amil.

Ketentuan tersebut juga memiliki landasan dalam regulasi daerah, di mana
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 menegaskan bahwa pengelolaan
zakat dilakukan oleh Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang memiliki
kewenangan dalam pendataan, penyaluran, dan pengawasan zakat.”” Mekanisme
pengambilan keputusan yang dilakukan secara berjenjang melalui proses
verifikasi, penyampaian kepada pimpinan, erta persetujuan Badan yang dalam
praktiknya dilakukan melalui forum pembahasan internal atau rapat pimpinan
sebelum penetapan mustahik menunjukkan adanya unsur pertimbangan kolektif.
Meskipun tidak berbentuk forum musyawarah formal, praktik tersebut secara
substansi telah mencerminkan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dan keadilan (al-
‘adl) dalam fikih zakat.

Dari perspektif fikih zakat, praktik yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh
dapat dinilai sebagai bentuk ijtihad kelembagaan yang sah, karena didasarkan

pada pedoman Dewan Pertimbangan Syariah serta mempertimbangkan aspek

76 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak
pada Baitul Mal Aceh, dapat diakses melalui: https:/jdih.acehprov.go.id, diakses 9 Maret 2026.
7 Ibid.
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kemaslahatan umat.”® Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme tersebut secara
umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih zakat, khususnya dalam aspek
kehati-hatian (ihtiyath) dan kemaslahatan, meskipun masih memerlukan
penguatan dalam konsistensi penerapan kriteria di lapangan.

Dengan demikian, secara normatif, praktik tersebut cenderung sesuai
dengan pendapat ulama kontemporer, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan
pandangan fikih klasik yang lebih membatasi makna fisabilillah. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa konsep fisabilillah merupakan wilayah ijtihadi yang terbuka
untuk dikembangkan sesuai dengan konteks zaman. Pendekatan klasik
memberikan batasan yang ketat guna menjaga kehati-hatian dalam distribusi
zakat, sementara pendekatan kontemporer memberikan fleksibilitas agar zakat
dapat berperan lebih luas dalam menjawab kebutuhan umat, khususnya dalam
bidang pendidikan dan dakwah.

Meskipun demikian, kesesuaian dengan pendapat ulama kontemporer
tidak berarti mengabaikan pandangan ulama klasik. Justru kedua pandangan
tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan ijtihad dalam
merespons perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan zakat
di Aceh, perluasan makna fisabilillah tetap harus berada dalam batas-batas yang
ditentukan oleh syariat dan regulasi sehingga tidak menghilangkan karakteristik
asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, peran Dewan
Pertimbangan Syariah menjadi penting sebagai lembaga yang memberikan
pedoman agar perluasan makna fisabilillah tetap memiliki dasar hukum yang jelas
serta tidak menimbulkan penyimpangan dalam praktik penyaluran zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme penentuan mustahik asnaf
fisabilillah yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh secara umum telah sesuai

dengan prinsip-prinsip fikih zakat, khususnya dalam aspek kehati-hatian

8 Wawancara dengan Jusma Eri, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda
Aceh.
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(ihtiyath) dan kemaslahatan (maslahah), meskipun masih memerlukan penguatan
dalam konsistensi penerapan kriteria di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam praktik terdapat
pertimbangan kondisi ekonomi sebagai salah satu kriteria penentuan mustahik
asnaf fisabilillah. Namun, setelah dibandingkan dengan Juknis Baitul Mal Aceh,
persyaratan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Dari perspektif fikih zakat,
penentuan mustahik asnaf fisabilillah lebih menitikberatkan pada keterkaitan
penerima dengan aktivitas yang termasuk dalam kategori fisabilillah daripada
kondisi ekonominya. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dasar normatif apabila
kondisi ekonomi dijadikan sebagai pertimbangan tambahan dalam praktik
penentuan mustahik.

Perbedaan antara praktik penentuan mustahik dengan ketentuan yang
tercantum dalam petunjuk teknis menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan
zakat tidak selalu dapat dilepaskan dari kondisi faktual yang dihadapi di lapangan.
Dalam praktiknya, petugas sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan
pertimbangan tambahan untuk memastikan bahwa zakat benar-benar disalurkan
kepada pihak yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, pertimbangan kondisi
ekonomi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kehati-hatian dalam proses
verifikasi, meskipun indikator tersebut belum dirumuskan secara eksplisit dalam
petunjuk teknis.

Dari perspektif fikih zakat, pertimbangan tersebut pada dasarnya tidak
bertentangan dengan tujuan utama penyaluran zakat selama tidak mengabaikan
status penerima sebagai bagian dari asnaf fisabilillah. Kondisi ekonomi dapat
dijadikan sebagai faktor pendukung dalam menentukan skala prioritas di antara
calon penerima yang sama-sama memenuhi kriteria fisabilillah. Dengan
demikian, zakat tetap disalurkan sesuai ketentuan syariat, namun pada saat yang
sama memperhatikan asas kemaslahatan dan keadilan agar manfaat zakat benar-

benar dirasakan oleh pihak yang paling membutuhkan.



54

Meskipun demikian, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam
pelaksanaan di lapangan, diperlukan penyempurnaan terhadap petunjuk teknis
penyaluran zakat dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai
indikator penilaian calon mustahik asnaf fisabilillah. Kejelasan indikator tersebut
akan membantu petugas melakukan verifikasi secara lebih objektif, meningkatkan
konsistensi dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas Baitul
Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat.

Dalam konteks penelitian ini, dinamika tersebut terlihat dari adanya
perbedaan pemahaman di tingkat informan, di mana sebagian masih merujuk pada
definisi klasik, sementara praktik kelembagaan telah mengadopsi pendekatan
yang lebih luas.”® Hal ini menunjukkan adanya transformasi pemikiran dari
pendekatan normatif tekstual menuju pendekatan kontekstual berbasis
kemaslahatan dalam pengelolaan zakat. Selain itu, jika ditinjau dari prinsip
distribusi zakat yang menekankan pada keadilan dan ketepatan sasaran,
mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dapat dinilai telah
memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential principle).

Proses verifikasi administratif dan lapangan yang meliputi pemeriksaan
dokumen, validasi data, serta survei lapangan untuk memastikan kondisi faktual
calon mustahik merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian (ihtiyat)
dalam pengelolaan zakat. Melalui proses tersebut, Baitul Mal Aceh berupaya
memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar memenuhi
kriteria sebagai mustahik sehingga tujuan penyaluran zakat dapat tercapai secara
tepat sasaran.®® Secara normatif, mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan
dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 yang mencakup proses
pengelolaan zakat mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran kepada

mustahik. Namun kendala teknis seperti keterbatasan jumlah verifikator dan

9 Wawancara dengan Ibnu Sa’adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di
Banda Aceh.
8 |bid
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ketidaklengkapan administrasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan
belum sepenuhnya optimal .8

Dalam perspektif fikin muamalah, kondisi ini berpotensi mempengaruhi
ketepatan distribusi zakat apabila tidak diantisipasi secara maksimal, terutama
dalam mencegah penyaluran zakat kepada pihak yang tidak berhak (ghair
mustahik). Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, baik
melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penyempurnaan
sistem verifikasi. Hal ini penting agar ijtihad dalam memperluas makna
fisabilillah tetap diimbangi dengan mekanisme seleksi yang ketat, sehingga tujuan
utama zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan umat dapat
tercapai secara optimal. Penentuan mustahik dalam kategori fisabilillah yang
dilakukan oleh Baitul Mal Aceh menunjukkan adanya kecenderungan
menggunakan pendekatan fikih kontemporer yang lebih luas.

Dalam pandangan ulama klasik, makna fisabilillah umumnya dibatasi
pada kepentingan jihad dalam arti peperangan. Namun, dalam perkembangan
pemikiran fikih modern, makna tersebut mengalami perluasan mencakup
berbagai aktivitas yang bertujuan menegakkan dan menjaga kemaslahatan agama,
termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Pendapat ulama kontemporer yang
memperluas makna fisabilillah dapat dilihat sebagai upaya kontekstualisasi ajaran
zakat dengan kebutuhan zaman. Dalam hal ini, penyaluran zakat dalam kategori
fisabilillah dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya mendukung aktivitas
yang berkaitan dengan kepentingan agama, baik dalam bentuk dakwah,
pendidikan Islam, maupun kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Meskipun demikian, perlu adanya kejelasan indikator dalam menetapkan
mustahik kategori fisabilillah agar tidak terjadi perluasan makna yang terlalu
bebas. Indikator tersebut dapat meliputi:

a. adanya aktivitas yang secara langsung mendukung kepentingan agama,

8 1bid
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b. keberadaan kebutuhan ekonomi yang nyata dari penerima zakat, dan

c. adanya verifikasi dari pihak amil yang berwenang.

Dengan demikian, penetapan mustahik tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam fikih zakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa mekanisme penentuan
mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh secara umum telah memenuhi
prinsip-prinsip dasar dalam fikih zakat, khususnya dalam aspek kehati-hatian
(ihtiyath), keadilan (al- ‘adl), dan kemaslahatan (maslahah). Hal ini terlihat dari
adanya tahapan verifikasi administratif dan lapangan, serta proses pengambilan
keputusan yang dilakukan secara berjenjang dan melibatkan pertimbangan
kelembagaan. Namun demikian, secara normatif, perluasan makna fisabilillah
yang digunakan masih memerlukan batasan operasional yang lebih tegas agar
tidak menimbulkan interpretasi yang terlalu luas. Oleh karena itu, penguatan pada
aspek pedoman teknis dan konsistensi dalam penerapan kriteria menjadi penting
guna menjaga kesesuaian antara praktik penyaluran zakat dengan prinsip-prinsip
fikih zakat.

Meskipun secara umum mekanisme penentuan mustahik yang diterapkan
oleh Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih zakat, hasil
penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang dapat
disempurnakan. Salah satunya adalah perlunya standarisasi indikator penilaian
terhadap mustahik asnaf fisabilillah agar proses verifikasi memiliki pedoman
yang lebih rinci dan seragam. Standarisasi tersebut akan membantu petugas dalam
melakukan penilaian secara lebih objektif sehingga dapat meminimalkan
perbedaan interpretasi dalam menentukan kelayakan calon penerima zakat.
Selain itu, penyempurnaan pedoman teknis juga diperlukan agar seluruh tahapan
penentuan mustahik memiliki dasar yang lebih jelas. Dengan adanya indikator
yang lebih terukur, proses penetapan mustahik tidak hanya memenuhi aspek
administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang
terlibat dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut penting mengingat penentuan
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mustahik merupakan bagian yang sangat menentukan keberhasilan distribusi
zakat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa mekanisme yang diterapkan
oleh Baitul Mal Aceh telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih
zakat, khususnya dalam aspek amanah, kehati-hatian, dan tanggung jawab amil.
Namun demikian, penyempurnaan terhadap pedoman teknis penentuan mustahik
tetap diperlukan sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas, objektivitas,
dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sehingga tujuan penyaluran zakat
kepada mustahik dapat tercapai secara lebih optimal.

D. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengelolaan Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan mustahik
senif fisabilillah pada Baitul Mal Aceh telah menerapkan tahapan pengajuan,
verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, serta penetapan oleh pihak yang
berwenang. Mekanisme tersebut memberikan implikasi yang penting terhadap
pengelolaan zakat, khususnya dalam mewujudkan penyaluran zakat yang tepat
sasaran. Proses verifikasi yang dilakukan sebelum penetapan mustahik menjadi
instrumen untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi
kriteria yang telah ditentukan, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan
terjadinya kesalahan dalam penyaluran zakat.

Dalam perspektif fikih zakat, mekanisme tersebut mencerminkan
pelaksanaan amanah yang dibebankan kepada amil zakat. Amil tidak hanya
berkewajiban menghimpun dan mendistribusikan zakat, tetapi juga memastikan
bahwa harta zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak
menerimanya. Oleh karena itu, setiap tahapan yang dilakukan oleh Baitul Mal
Aceh, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga verifikasi lapangan, merupakan
bentuk implementasi prinsip takgig al-mustakiq atau upaya memastikan

kelayakan calon penerima zakat. Prinsip tersebut memiliki tujuan untuk menjaga
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hak mustahik sekaligus melindungi hak muzakki agar zakat yang dikeluarkan
disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat.®?

Selain itu, mekanisme penentuan mustahik yang dilakukan secara
berjenjang juga memberikan implikasi terhadap meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan zakat. Setiap keputusan mengenai penetapan mustahik didasarkan
pada hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh petugas dan memperoleh
persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan. Sistem tersebut menunjukkan
bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui
mekanisme kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian,
setiap keputusan mengenai penerima zakat memiliki dasar administratif maupun
syar'i yang jelas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan antara
praktik penentuan mustahik dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk
Teknis Penyaluran Zakat, khususnya mengenai pertimbangan kondisi ekonomi
calon penerima. Meskipun pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat, belum adanya indikator yang
dirumuskan secara eksplisit berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di
antara petugas verifikasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan petunjuk
teknis melalui perumusan indikator yang lebih jelas mengenai kriteria mustahik
senif fisabilillah sehingga proses penentuan mustahik dapat dilakukan secara
lebih objektif, konsisten, dan akuntabel.®®

Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan kapasitas sumber daya
manusia yang terlibat dalam proses verifikasi. Kemampuan petugas dalam

memahami ketentuan fikih zakat serta regulasi yang berlaku akan berpengaruh

82 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 11l (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), him. 1955-1958.

8 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah, Jilid 1l (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973),
him. 670-676.
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terhadap kualitas penilaian terhadap calon mustahik. Dengan kompetensi yang
memadai, proses verifikasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan
administratif, tetapi juga mampu mempertimbangkan aspek syariah dan kondisi
faktual di lapangan secara seimbang. Hal tersebut akan mendukung terwujudnya
tata kelola zakat yang lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan tujuan
syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme penentuan
mustahik senif fisabilillah yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh pada dasarnya
telah sejalan dengan prinsip-prinsip fikih zakat. Namun demikian,
penyempurnaan terhadap pedoman teknis dan peningkatan kapasitas petugas
tetap diperlukan agar proses penentuan mustahik semakin efektif, objektif, serta
mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan

ketentuan syariat.
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BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penentuan mustahik asnaf
fisabilillah pada Baitul Mal Aceh dalam perspektif fikih zakat, dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh
dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, yaitu dimulai dari
pengajuan calon mustahik baik secara mandiri maupun melalui usulan
lembaga, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi
lapangan, serta diakhiri dengan penetapan oleh Kepala Sekretariat atas
persetujuan Badan Baitul Mal. Proses ini menunjukkan bahwa penentuan
mustahik dilakukan secara berjenjang dan kolektif dalam kerangka
kelembagaan, dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis dan standar
operasional prosedur yang berlaku

2. Dalam perspektif fikih zakat, kewenangan untuk menentukan mustahik,
termasuk dalam kategori asnaf fisabilillah, berada pada amil zakat sebagai
pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikan zakat.
Dalam praktik di Baitul Mal Aceh, fungsi tersebut telah dijalankan oleh
lembaga Baitul Mal sebagai amil zakat dalam bentuk kelembagaan, yang
melibatkan tim pendataan, tim verifikasi, serta penetapan oleh Kepala
Sekretariat atas persetujuan Badan. Penelitian ini juga menemukan adanya
perbedaan antara praktik yang disampaikan oleh informan dengan
ketentuan dalam Juknis Baitul Mal Aceh mengenai kriteria penentuan
mustahik asnaf fisabilillah, khususnya terkait pertimbangan kondisi
ekonomi calon penerima. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan dalam
penerapan Kriteria agar pelaksanaannya tetap konsisten dengan pedoman

yang berlaku dan prinsip-prinsip fikih zakat.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:

1. Kepada Baitul Mal Aceh, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi
dalam pelaksanaan verifikasi, khususnya verifikasi lapangan, agar
penentuan mustahik dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil.
Selain itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme evaluasi secara berkala
terhadap sistem yang telah berjalan guna memastikan efektivitas
penyaluran zakat. Kepada Baitul Mal Aceh, diharapkan dapat
meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan verifikasi, khususnya
verifikasi lapangan, agar penentuan mustahik lebih akurat dan sesuai
dengan kondisi riil di masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan
mekanisme evaluasi secara berkala terhadap sistem yang telah berjalan
guna memastikan efektivitas penyaluran zakat.

2. Dalam rangka meminimalisir potensi subjektivitas, disarankan agar proses
penetapan mustahik dapat melibatkan pertimbangan kolektif atau forum
tertentu, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek syariah dan sosial
secara lebih komprehensif.

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam
mengenai implementasi penyaluran zakat dalam asnaf fisabilillah dari
aspek efektivitas dan dampaknya terhadap penerima zakat, sehingga dapat
memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keberhasilan program

zakat yang dijalankan.
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DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT”. Wawancara dalam penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penentuan
mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh serta menganalisis
kesesuaiannya dengan perspektif fikih zakat. Data tersebut akan dilindungi
kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari orang yang diwawancara. Berikut daftar pertanyaan
wawancara :

1. Bagaimana mekanisme dan tahapan penentuan mustahik fisabilillah di Baitul
Mal Aceh?

2. Dari mana sumber data atau usulan calon mustahik diperoleh?

3. Apa saja persyaratan dan kriteria utama dalam menetapkan mustahik
fisabilillah?

4. Bagaimana proses verifikasi dilakukan? Apakah ada survei lapangan?

5. Siapa yang berwenang menetapkan mustahik dan bagaimana proses
penetapannya?

6. Bagaimana definisi fisabilillah yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh?

7. Apa dasar fikih atau pedoman yang digunakan dalam menentukan mustahik
tersebut?



10.
11.

12.

13.

14.

15.
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Bagaimana kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan
fisabilillah dalam fikih zakat?

Bagaimana sikap lembaga terhadap kemungkinan perluasan makna
fisabilillah?

Apa kendala utama dalam penentuan mustahik fisabilillah?

Bagaimana upaya meningkatkan ketepatan sasaran dalam penetapan
mustahik?

Apa yang menjadi regulasi dalam penentuan mustahik zakat (contohnya
seperti pergub/ganun dan sebagainya)

Siapa yang mengawasi, menentukan dan bagian mana yang menggerakkan
hal tersebut?

Siapa saja yang berperan dalam menentukan penentuan mustahik fisabilillah
tersebut?

Bagaimana proses dalam melakukan penentuan mustahik fisabilillah

tersebut, apakah melalui forum musyawarah atau hal lain?
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Lampiran 4: Dokumentasi

pak jusmaeri o

pak jusmaeri n Q

9. Bagaimana sikap lembaga terhadap
kemungkinan perluasan makna fi
sabilillah?

W ERCHGEIERTET G ERCEIE )]
penentuan mustahiq fi sabilillah?

. Bagaimana upaya meningkatkan
ketepatan sasaran dalam penetapan
mustahig?

assalamualaikum pak, saya aina fadhla,
izin wawancara terkait mekanisme
kinerja baitul mal A iS85y

Waalaikum salam....baik ;.4

. Bagaimana mekanisme dan tahapan
penentuan mustahiq fi sabilillah di
Baitul Mal Aceh?

. Dari mana sumber data atau usulan
calon mustahiq diperoleh?

. Apa saja persyaratan dan kriteria
utama dalam menetapkan mustahiq
fi sabilillah?

. Bagaimana proses verifikasi
dilakukan? Apakah ada survei
lapangan?

. Siapa yang berwenang menetapkan
mustahiq dan bagaimana proses
penetapannya?

. Bagaimana definisi fi sabilillah yang
digunakan oleh Baitul Mal Aceh?

. Apa dasar fikih atau pedoman yang
digunakan dalam menentukan
mustahiq tersebut?

. Bagaimana kesesuaian antara
praktik di lapangan dengan
ketentuan fi sabilillah dalam fikih
zakat?

. Bagaimana sikap lembaga terhadap
kemungkinan perluasan makna fi
sabilillah?

. Apa kendala utama dalam
penentuan mustahiq fi sabilillah?

C @ 9
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pak ibnu O pak ibnu o

10. Apa kendala utama dalam
penentuan mustahiq fi sabilillah?

11. Bagaimana upaya meningkatkan
ketepatan sasaran dalam penetapan

assalamualaikum pak, saya aina fadhla,
izin wawancara terkait mekanisme
kinerja baitul mal A

Walaikumsalam

Apa saja

. Bagaimana mekanisme dan tahapan

penentuan mustahiq fi sabilillah di
Baitul Mal Aceh?

. Dari mana sumber data atau usulan

calon mustahiq diperoleh?

. Apa saja persyaratan dan kriteria

utama dalam menetapkan mustahiq
fi sabilillah?

. Bagaimana proses verifikasi

dilakukan? Apakah ada survei
lapangan?

. Siapa yang berwenang menetapkan

mustahiq dan bagaimana proses
penetapannya?

. Bagaimana definisi fi sabilillah yang

digunakan oleh Baitul Mal Aceh?

. Apa dasar fikih atau pedoman yang

digunakan dalam menentukan
mustahiq tersebut?

. Bagaimana kesesuaian antara

praktik di lapangan dengan
ketentuan fi sabilillah dalam fikih
zakat?

. Bagaimana sikap lembaga terhada’

kemungkinan perluasan makna fi
sabilillah?

C @3¢

mustahiqg?

inipak 5,

. Bagaimana mekanisme dan tahapan

penentuan mustahiq fi sabilillah di
Baitul Mal Aceh?

Data masuk melalui counter BMA
atau melalui lembaga

Data yang masuk di verifikasi adm
oleh petugas

Untuk bantuan yang berjumlah
besar diatas 3 juta akan diverifikasi
melalui wawancara atau turun
lapangan

hasil verifikasi di disampaikan ke
pimpinan

kepala sekretariat menetapkan
calon mustahik atas persetujuan
Badan BMA

. Dari mana sumber data atau usulan

calon mustahiq diperoleh?

Data masuk melalui counter BMA
atas usulan calon mustahik

data masuk melalui lembaga/ mitra
terkait

. Apa saja persyaratan dan kriteria

utama dalam menetapkan mustahiq

C @ 9§
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3. Apa saja persyaratan dan kriteria
utama dalam menetapkan mustahiq
fi sabilillah?

¢ Mustahik kurang mampu
» Berkependudukan Aceh
« Kegiatan tentang Syiar Islam

4, Bagaimana proses verifikasi
dilakukan? Apakah ada survei
lapangan?

« verifikasi dilakukan dengan 2 tahap:

yaitu administrasi dan wawancara/
turun kelapangan

5. Siapa yang berwenang menetapkan
mustahiq dan bagaimana proses
penetapannya?

« penetapan mustahik oleh Kepala
sekretariat atas persetujuan Badan
BMA

6. Bagaimana definisi fi sabilillah yang
digunakan oleh Baitul Mal Aceh?

« Orang yang akan berperang dijalan
Allah, meliputi belanja hidup dan
peralatan perang

7. Apa dasar fikih atau pedoman yang
digunakan dalam menentukan
mustahiq tersebut?

« Keputusan Dewan Pertimbangan
Syariah Nomor 1/KPTS/1/2023

8. Bagaimana kesesuaian antara
nraktik di lananaan denaan

pak ibnu

. Bagaimana kesesuaian antara

praktik di lapangan dengan
ketentuan fi sabilillah dalam fikih
zakat?

Praktik Baitul Mal Aceh dalam
menyalurkan zakat fi sabilillah tidak
sepenuhnya sama dengan fikih
klasik yang membatasi pada jihad
perang. Namun, praktik tersebut
masih dapat dianggap sesuai
karena menggunakan pendekatan
ijtihad kontemporer yang
memperluas makna fi sabilillah
menjadi segala bentuk perjuangan
di jalan Allah seperti dakwah dan
pendidikan. Dengan demikian,
kesesuaiannya terletak pada tujuan
syariah, meskipun berbeda dalam
penafsiran

. Bagaimana sikap lembaga terhadap

kemungkinan perluasan makna fi
sabilillah?

Baitul Mal Aceh pada umumnya
menerima perluasan makna fi
sabilillah, tetapi dengan
pendekatan selektif dan hati-hati.
Perluasan hanya dibolehkan selama
masih berkaitan langsung dengan
kepentingan agama seperti dakwah
dan pendidikan Islam, serta tetap
berada dalam pengawasan syariah
agar tidak menyimpang dari
ketentuan zakat
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dengan mustahik

» melakukan wawancancara dengan
tetangga mustahik untuk mengecek
kebenaran data yang diberikan

10. Apa kendala utama dalam
penentuan mustahigq fi sabilillah?
« tidak lengkapnya administrasi
namun secara syar'i mustahik
tersebut layak dibantu
» minimnya verifikator yang

pak ada tambahan pertanyaan pak A
berkompeten ;

3.44

11. Bagaimana upaya meningkatkan 1. apa yang menjadi regulasi dalam
ketepatan sasaran dalam penetapan penentuan mustahik zakat
mustahiq? (contohnya seperti pergub/qanun

» dengan melakukan kunjungan dan sebagainya)
lapangan dan wawancara langsung 2. siapa yang mengawasi, menentukan
dengan mustahik dan bagian mana yang

» melakukan wawancancara dengan menggerakkan hal tersebut?
tetangga mustahik untuk mengecek 3. siapa saja yang berperan dalam
kebenaran data yang diberikan menentukan penentuan mustahik

fisabilillah tersebut?
4. bagaimana proses dalam melakukan

pak ada tambahan pertanyaan pak A penentuan mustahik fisabilillah
= tersebut, apakah melalui forum
musyawarah atau hal lain?

1. apa yang menjadi regulasi dalam
penentuan mustahik zakat
(contohnya seperti pergub/qanun
dan sebagainya)

2. siapa yang mengawasi, menentukan
dan bagian mana yang
menggerakkan hal tersebut?

3. siapa saja yang berperan dalam
menentukan penentuan mustahik
fisabilillah tersebut?

4. bagaimana proses dalam melakukz v
penentuan mustahik fisabilillah
tersebut. anakah melalui forum

C @9

Wawancara dengan Jusma Eri dan Ibnu Sa’adan, staff Baitul Mal Aceh.
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